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BAB V 

RELASI ELITE PESANTREN DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  

DI KABUPATEN SUMENEP 

 

 

A. Politik Kebijakan Elite Pesantren di Sumenep 

Pendidikan dan politik kebijakan termasuk bidang kajian yang 

melibatkan banyak bidang termasuk ilmu sosial. Kedua bidang ini saling 

membutuhkan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat demokratis, adil, maju, 

sejahtera dan cerdas. Dalam tataran penataan sistem pendidikan, ternyata 

kontribusi politik sangat signifikan dalam merumuskan undang-undang dan 

peraturan bidang pendidikan untuk memenuhi amanat kemerdekaan yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan lembaga eksekutif dan legislatif 

menggunakan politik untuk membuat dan menetapkan anggaran pembiayaan 

pendidikan nasional.1  

Relasi sistem sosial, dan politik pendidikan berada dalam satu sistem 

yang saling berhubungan dekat satu dengan lainnya. Apalagi dari kiprahnya, 

                                                           
1 Syafaruddin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta, PT Rieka Cipta 2008), 57. Mengenai 

hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah suatu hal baru. Sejak zaman Plato dan 

Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian cukup intens kepada 

masalah ini. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan ‘’as is the state, so is the 

school’’ (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau ‘’what you want in the state, you must 

put into the school’’ (apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah). 

Juga terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mangasumsikan, pendidikan adalah 

sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi tatanan demokratis lengkapnya Azra dalam 

Coleman, ed, 1956: 6. Ketika menelusuri dalam sejarah Islam, hubungan antara pendidikan dan 

politik juga dapat dilacak sejak masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga pendidikan Islam, 

semacam madrasah. Sepanjang sejarah, terdapat hubungan amat erat antara pendidikan dan politik. 

Kenyataan ini, misalnya, dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di timur tengah yang 

disponsori penguasa politik. Contoh paling terkenal adalah madrasah nizamiyah di Baghdad yang 

didirikan sekitasr 1064 oleh wazir Dinasti Saljuk, Nizam al-Muluk; di madrasah ini terkenal 

bahwa pemikir dan ulama besar, al-Ghazali, pernah menjadi guru besar. Lihat Azyumardi Azra, 

Pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di tantangan milinium III (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group 2013), 69. 
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para pendidik selalu memelihara politik karena proses pendidikan yang 

memberikan sumber nilai dan memberikan kontribusi terhadap politik. 

Pendidik memberikan kontribusi signifikan terhadap politik, terutama 

stabilitas dan transformasi sistem politik.2 

Pendidikan juga berdiri sendiri atas partai politik untuk mengenalkan 

tuntutan ke dalam sistem politik. Kelompok pendidikan berusaha 

mempengaruhi platform pemerintahan dan partai politik. Pengurus partai 

politik juga mempengaruhi kelompok dalam menempatkan pejabat pemerintah 

dibidang pendidikan. Dalam banyak kasus, ternyata,partai politik memiliki 

kepentingan terhadap orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah dalam 

mendukung kemenangan partai politik dalam pemilihan umum karena itu 

kelompok pendidikan juga menjadi incaran dalam pembuatan kebijakan 

publik sehingga pendidikan semakin akrab juga dengan perilaku politik, baik 

partai pokitik maupun proses pembuatan kebijakan publik bidang pendidikan.3 

Kalangan politisi dan ahli dapat memberikan dukungan bagi pembuatan 

keputusan dengan berbagai aturan sesuai dengan sistem pemerintahan. Secara 

positif, pembuatan kebijakan dapat juga mengarahkan kepada penegasan 

tentang tindakan, jadi pengembangan sekolah dapat dibangun atas kelanjutan 

perencanaan pengembangan jangka panjang suatu lembaga pendidikan 

semacam sekolah, madrasah rencana induk jangka panjang atau 

                                                           
2 Syafarudin, Kebijakan, 58. 
3 Ibid, 64. 
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pengembangan lembaga tentu saja bersifat konsisten pada kualitas unggul 

sekolah.4 

Diskursus elit pesantren atau biasa dipanggil kiai sepertinya tidak akan 

pernah habisnya. Kiai pesantren5sebagai pemegang otomatis keagamaan, 

selalu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, sehingga ia mampu 

mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para pengikutnya. Namun hal 

demikian itu bisa terjadi evolusi oleh perubahan waktu. Pengaruh kiai 

kadangkala menjadi tidak bermakna ketika otoritas ke-kiai-an oleh masyarakat 

dianggap telah keluar dari maqam sebagai kiai. Kiai mengambil peran kini, 

kebijakan birokrasi itu dipegang para Kiai.6 

Peran dominan kiai atau priyayi sebagai elit sosial desa yang memiliki 

pengaruh yang besar dalam masyarakat Madura.7 Percaturan kiai dalam 

bidang politik bukan hal baru di Indonesia. Mereka selalu tampil di saat-saat 

negara kita membutuhkannya. Sewaktu belanda mencoba menegakkan 

kembali kolonialisme di atas negara Indonesia yang baru saja 

diproklamasikan, misalnya, para kiai tampil dengan resolusi jihadnya. Fatwa 

ini mampu membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan Belanda 

secara mati-matian. 

                                                           
4 Ibid, 126. 
5 Di Indonesia, sebelum madrasah populer telah berkembang institusi pendidikan Islam lokal yang 

independen. Kabupaten Minangkabau misalnya, telah muncul institusi pendidikan Islam surau, di 

pulau jawa lebih populer pondok pesantren. Institusi pendidikan Islam lokal tersebut, telah berhasil 

membangun sumber daya umat Islam pada zamannya. Tetapi, ketika datangnya kolonialisme 

memperkenalkan sistem pendidikan modern, institusi lokal mulai buyar dan mulai dipandang 

sebagai institusi pendidikan kelas dua oleh masyarakat. Lihat Silfia Hanani, Sosiologi Pendidikan 

Keindonesiaan (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 163.  
6 Ach Syaiful, Respon Kiai terhadap kebijakan Pemerintah tentang penyetaraan Madrasah Diniyah 

di Sumenep. Jurnal Kariman, Vol. I. (Juni, 2015), 67. 
7 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Jakarta, Pusataka Marwa 2004), 9. 
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Selanjutnya ketika timbul permberontakan PKI di madiun atau adanya 

gerakan 30 September PKI, para kiai turun dari langgar dan mesjidnya untuk 

menumpas PKI. Sedang yang terakhir mereka menuntut pembubaran PKI dan 

menolak dewan revolusi. Bahkan di saat presiden Soekarno mendapat 

tandingan dari Kartosuwiryo, para kiai sepakat memberikan gelar waliyul amri 

dlaruri bi syaukah pada Bung Karno. 

Sedangkan dalam bidang konseptual, para kiai ikut aktif dalam badan 

penyelidik usah-usaha kemerdekaan Indonesia yang kemudian berubah 

menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. KH Wahid Hasyim dan 

KH Masykur termasuk di dalam panitia tersebut. Sehingga wajar ketika Aidit 

berpendapat bahwa pancasila hanya alat pemersatu dan tidak dibutuhkan lagi 

kalau persatuan sudah tercapai maka para kiai yang ikut merumuskan 

pancasila itu menolak mentah-mentah. Bagi para kiai, pancasila bukan hanya 

alat pemersatu tetapi juga dasar negara, falsafah dan ideologi.8 

B. Implementasi Perda dan Perbub Pendidikan di Kabupaten Sumenep   

Secara hirarki tata urutan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia 

adalah: UUD 1945 – UU – Perpu – PP – Perpres – Kepres – Inpres – Permen 

– Kepmen – Instrukmen – Perda Prov – Pergub – Perda Kab/kota – 

Perbub/Perkot – dan seterusnya. Perundangan di bawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan di atasnya, begitu seterusnya. Jika terjadi 

pertentangan di antara perundangan itu maka perundangan di bawahnya 

dengan sendirinya tidak bisa digunakan. 

                                                           
8 A. Busyro Karim, Bukalah Selimutmu (Surabaya: Bintang Surabaya, 2010), 25. 
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Maka, untuk pengelolaan pendidikan yang pofesional, baik pendidikan 

umum maupun agama, masih banyak diperlukan perda dan perbub yang 

mengatur lebih teknis tentang pendidikan. Perbub tersebut misalnya berupa 

perbup tentang jabatan kepala sekolah, perbup tentang delapan standar 

pendidikan yang setiap standar pengelolaan pendidikan bisa dirinci ke dalam 

perbup, perbup tentang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, 

perbup tentang hubungan pendidikan dengan masyarakat dan sebagainya.9 

C. Revisi Terhadap Perda dan Perbup 

Banyak orang yang berpendapat bahwa perda dan perbup itu ‘baku’ 

dan ‘kaku’. Sebagian yang lain menganggap bahwa perda dan perbup seperti 

kitab suci yang tidak boleh diubah atau direvisi. Perlu dipahami bahwa perda 

dan perbup adalah produk daerah yang lahir dan disesuaikan dengan kondisi 

dan kepentingan daerah. Oleh karenanya, perda dan perbup boleh dikoreksi 

oleh siapa pun. Bahkan jika daerah tidak memperhatikan aspirasi yang 

berkembang di masyarakat ketika menanggapi produk daerah itu, 

masyarakat bisa mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 

Lembaga MK yang nantinya akan menguji kesesuaian produk daerah tadi 

dengan UUD 1945. 

Keberadaan perbup yang bertentangan dengan peraturan dan 

perundangan di atasnya akan segera direvisi, dan perbup bidang pendidikan 

lainnya yang beleum diatur ke dalam perbup akan segera didraftkan. Maka 

                                                           
9 A. Busyro Karim, Menuju Sumenep Cerdas 2015, Ed. Muhammad Saidi (Yogyakarta, Absolut 

Media, 2014), 123-125. 
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tugas Dinas Pendidikan untuk menyiapkan draft perubahan dan draft perbup 

baru, dan Kemenag perlu juga mengajukan draft perbup sesuai dengan 

kewenangan daerah dalam pengelolaan pendidikan di daerah.  

Agar semua pihak memahami tentang pengelolaan daerah di bidang 

pendidikan, dan kebijakan-kebijakan yang lahir sejauh ini, di bawah 

disajikan beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati di bidang 

pendidikan: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2007 tentang sistem 

penyelenggaraan pendidikan. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2013 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 11 tahun 2013 tentang bebas 

aksara al Quran pada satuan pendidikan dasar khususnya bagi siswa 

yang beragama Islam. 

4. Peraturan Bupati No. 37 tahun 2001 tentang sistem dan mekanisme 

pengangkatan/pemberhentian Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. 

5. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2005 tentang penugasan guru 

sebagai kepalah sekolah. 

6. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2009 tentang mekanisme 

penugasan guru sebagai kepalah sekolah. 

7. Peraturan Bupati Sumenep No. 29 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi 

pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. 
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8. Peraturan Bupati Sumenep No. 22 tahun 2010 tentang jabatan fungsional 

penilik dan angka kreditnya di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Sumenep. 

9. Peraturan Bupati Sumenep No. 45 tahun 2012 tentang pedoman 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang mendapat 

tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

10. Peraturan Bupati Sumenep No. 12 tahun 2013 tentang perubahan atas 

peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 tahun 2012, tentang pedoman 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang mendapat 

tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

11. Keputusan Bupati Kabupaten Sumenep No. 188 tahun 2011 tentang 

pembentukan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang) 

kebijakan bidang pendidikan.  

Jika Perda dan Perbup tersebut bertentangan dan dianggap 

merugikan masyarakat Sumenep. Maka, sebaiknya masyarakat secara 

terbuka dengan mengajukan keberatan, baik kepada bagian organisasi 

atau bisa langsung kepala Bupati.10  

D. Menata Sumber Daya Pendidikan 

Penataan sumber daya manusia dalam pendidikan pada abad 21 ini, 

setidaknya terdapat tiga isu penting pendidikan yang urgen untuk 

mendapatkan perhatian. Pertama, tentang hubungan pendidikan dengan 

pembentukan watak. Masalah karakter ini merupakan wacana menarik di 

                                                           
10 Ibid.,127-130. 
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tengah arus kebudayaan global yang terus menggempur sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Sumenep, sehingga menjadi 

sangat urgen untuk diperkuat melalui pendidikan yang kuat. Masyarakat 

berkarakter kuat adalah masyarakat yang memiliki akhlak, moral, dan budi 

pekerti yang baik, memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri dan 

disiplin yang tinggi. Selain itu, masyarakat yang berkarakter juga memiliki 

semangat yang tinggi, selalu optimis, berfikir positif, ulet, tegar, gigih dalam 

mengatasi masalah, memiliki toleransi yang tinggi terdapat perbedaan serta 

mampu menghargai pihak lain sesama bangsa Indonesia. 

Kedua, masalah bagaimana membangun masyarakat yang 

berpengetahuan untuk meningkatkan basis pengetahuan masyarakat. Hal itu 

diperlukan agar masyarakat Sumenep bisa terlibat secara aktif dalam 

kehidupan ekonomi kehidupan politik, kehidupan sosial dan hubungan 

internasional oleh karena itu, peningkatan basis pengetahuan, membutuhkan 

kerja keras untuk diwujudkan dalam semua elemen kehidupan masyarakat, 

baik masyarakat yang ada di perkotaan, pedalaman, dan bahkan pelosok desa. 

Sehingga peningkatan pengetahuan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan 

saja melainkan juga dapat merata terjadi di seluruh kehidupan masyarakat. 

Ketiga, tantangan dalam membangun budaya inovasi, yang sangat 

dibutuhkan dalam membangun bangsa menjadi negara yang maju sesuai 

dengan tuntutan abad ke-21 budaya inovasi, secara substansial menjadi 

sesuatu yang urgen untuk dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Sumenep. Budaya inovasi merupakan jalan untuk 
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memecahkan setiap persoalan yang terjadi dan bisa meningkatkan taraf hidup 

serta produktivitas perekonomian tentu harus ditopang pendidikan. 

Kesadaran dalam membangun pendidikan tersebut, pada dasarnya tidak 

hanya sekedar membangun pendidikan an sich, melainkan juga telah 

membangun aspek lain yang terkait. Karena pembangunan pendidikan, secara 

substansial merupakan bagian dari proses pembangunan kehidupan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat.11 Intinya, pendidikan adalah jantung 

kehidupan yang menjadi penentu terhadap kemajuan sektor yang lain, 

termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. 

Seacara khusus dalam konteks Kabupaten Sumenep, kondisi 

pendidikan tentu saja bisa berbeda dengan daerah yang lain. Selain karena 

tingkat SDM pengelola pendidikan persoalan geografis juga menjadi salah 

satu problem dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep yang 

menuntut untuk dicarikan solusi baiknya, sehingga dibutuhkan pemikiran 

kreatif dalam mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten 

Sumenep. Walaupun, harus disadari bahwa pengelolaan pendidikan, sejatinya 

merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya negara (pemerintah), 

melainkan segenap unsur dan elemen masyarakat, pada dasarnya kita 

memiliki amanah yang sama dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan. 

Pemerintah daerah, tidak bisa dijadikan sebagai pelaku tunggal dalam 

                                                           
11 Sentralnya pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM, sehingga pendidikan menjadi alur 

tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Ada persepsi masyarakat pembangunan 

lebih menjurus pada pembangunan fisik. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik justru sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pembangunan spiritual/rohani yang secara utuh disebut pembangunan 

manusia yang menjadi tugas utama pendidikan. Lihat Umar Tirta Rahardja dan S.L. La Sulo, 

Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT. Renika Cipta), 300. 
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gerakan membangun pendidikan yang ideal di Sumenep, melainkan perlu ada 

kesadaran bersama bahwa pendidikan merupakan urusan bersama yang harus 

dipikirkan untuk selalu dikembangkan, diawasi dan dinikmati bersama oleh 

segenap lapisan masyarakat. 

Disinilah makna partisipasi dari stakeholder pendidikan memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemerintah dan 

masyarakat memiliki tangung jawab yang sama dalam mengorientasikan arah 

pembangunan pendidikan kearah yang jelas, yaitu menciptakan pendidikan 

yang benar-benar bermakna dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat 

Sumenep. Komitmen untuk membangun pendidikan yang maju dan 

berkeadilan ini, sudah menjadi bagian dari garis perjuangan yang sangat 

prioritas, karena tanpa kemajuan pendidikan, sulit bagi Kabupaten Sumenep 

untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai penopang pembangunan secara 

keseluruhan. Sebab, kemajuan suatu daerah, akan tercipta apabila ditopang 

dengan kualitas SDM yang maju dan SDM menjadi berkembang pesat, 

apabila ditopang oleh menyelenggarakan pendidikan dengan usaha yang 

maksimal.12  

Upaya peningkatan mutu pendidikan yang mengedepankan kualitas 

tidak hanya kuantitas adalah suatu progress yang harus dijadikan pijakan awal 

dalam penataan pendidikan yang berorentasi pada perabaikan menuju 

kemajuan dan pendidikan sesunguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab 

                                                           
12 Abuya Busyro Karim, Ijtihad Pendidikan; catatan pemikiran dan Solusi dalam Membangun 

Sumenep 2010-2015 (Surabaya: Muara Progresif, 2015), 71-73. 
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pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masukan masyarakat 

sehingga mau tidak mau pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera 

mengambil inisiatif untuk merumuskan SPM (Standart Pelayanan Minimal) 

bidang pendidikan, termasuk didalamnya arah dan strategi pembangunan 

bidang pendidikan yang berkualitas, terencana dan benar-benar 

memperhatikan serta memperjuangkan kepentingan terbaik peserta didik.13 

Pengembangan pendidikan ini, sejatinya telah menjadi bagian penting 

dari komitmen untuk dibangun dengan secara bersama dengan usaha yang 

maksimal, sehingga bisa menjadi kekuatan dalam peningkatkan kapasitas 

SDM masyarakat Sumenep. Karena untuk menjadi kabupaten yang maju dan 

berperadaban, tidak mungkin, keberadaan pendidikan hanya dikelola dengan 

semangat setengah hati. Membangun pendidikan yang maju, membutuhkan 

komitmen dan kemauan yang kuat serta keikhlasan yang mendalam, terutama 

dalam membangun pendidikan masyarakat yang berada yang berada di 

pelosok pedesaan baik wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Semua itu 

masih membutuhkan pemikiran yang keras dan cerdas untuk dicarikan 

solusinya, sehingga pendidikan yang dikembangkan di Sumenep bisa 

dilakukan secara merata dan berkeadilan. Pendidikan Sumenep pada 

gilirannya bisa menjadi jalan pembuka untuk mengukir prestasi kembali pada 

masa-masa emas kemajuan pendidikan dan Madura tempo dulu yang pernah 

                                                           
13 Tim Penyusun Perumusan dan penyusunan standart pelayanan minimal (SPM) bidang 

pendidikan kabupaten Sumenep, Kerjasama pemkab Sumenep dengan LPPM Universitas 

Airlangga tahun 2006, 1. 
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menjadi kiblat pendidikan dan peradaban bangsa, seperti yang diulas Ahmad 

Baso: 

Selama abad 18 dan 19 madura menjadi salah satu kiblat pendidikan 

dan peradaban bangsa. Madura yang katanya pulau gersang kerontang 

justru menumbuh-suburkan kegiatan kultural dan kehidupan 

intelektual. Bukan hanya anak-anak bangsa ini yang gemar berburu 

ilmu ke sana; orang-orang eropa sekelas Raffles sendiri justru belajar 

dan banyak menimba ilmu dari orang-orang Madura. Mereka 

membangun hanya hal orang Inggris pendiri kota Singapura ini dalam 

menulis bukunya yang terkenal, history of java (terbit pertama kali 

1817).14 

 

Melihat realitas dalam konteks itu, kondisi pendidikan masyarakat 

Sumenep, sebenarnya sudah mulai berkembang secara perlahan. Pembenahan 

demi pembenahan dalam berbagai standar pendidikan secara terus menerus 

dilakukan, guna menghasilkan potret pembagunan pendidikan yang relevan 

dengan berbagai tantangan kemajuan zaman. Pelaksanaan program 

pembangunan pendidikan di Sumenep telah berdampak terhadap 

perkembangan sarana belajar mengajar dalam berbagai jenjang pendidikan 

yang ada, baik tingkat PAUD, TK/RA, SD/MI, tingkat SMP/MTs serta tingkat 

SMA/MA/SMK.15  

                                                           
14 Ahmad Baso, Pesantren Studies 2a, buku II: Kosmolotanisme peradaban kaum Santri di masa 

kolonial (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), 194. 
15 Informasi ini didasarkan pada dokumen renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun 

2011-2015. Data yang disajikan ini merupakan data 5 tahun sebelumnya, sehingga apabila 

dihubungkan dengan kondisi pendidikan 5 tahun setelahnya sudah mengalami perubahan. Data ini, 

untuk menggambarkan tentang potret pendidikan Sumenep di masa awal jabatan Busyro sebagai 

Bupati Sumenep selain sebagai rekam jejak, data tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah 

dalam menggerakkan pembangunan pendidikan 5 tahun berikutnya. 
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Fenomena berdirinya SMA dan SMK Sawasta berbasis pesantren, karena 

yang berkembang lembaga yang sebelumnya adalah MTs dan MA, namun 

yang terjadi ahir-ahir ini, para pimpinan lembaga pendidikan berubah haluan 

dengan mendirikan SMA atau SMK yang notabeni berafiliasi dengan 

kementrian pendidikan yang sekarang di bawah naungan kementrian 

pendidikan dasar dan menengah (KemendikDasmen). Tentu menjadi hal 

menarik untuk terus dikaji dan diteliti secara ilmiah dengan melakukan analisa 

yang komperhensip. 

Melihat data lembaga pendidikan tahun 2010-2011, peningkatan jumlah 

lembaga pendidikan Sumenep, sudah sangat terasa, pertama, perkembangan 

jumlah TK mencapai 372 (2 TK Negeri dan 370 TK Swasta) dengan jumlah 

murid mencapai 14.399 orang anak. Jumlah guru mencapai 1.483 guru. 

Jumlah ruang kelas untuk RA mencapai 979 buah. Jumlah lulusan mencapai 

6.408 orang, kedua, jumlah SD dan MI. berdasarkan data yang ada (tahun 

2010-2011), jumlah siswa SD dan MI mencapai 116.076 dengan jumlah ruang 

kelas milik mencapai sebanyak 6.571 buah, sedangkan ruang kelas bukan 

milik sebanyak di SD 140 ruang. Adapun jumlah guru yang menjadi tenaga 

pengajar di SD dan MI sebanyak 13.759 orang. Ketiga, tingkat SLTP (SMP 

dan M.Ts). Berdasarkan data tahun yang sama, jumlah SMP dan MTs 

mencapai 303 buah dengan jumlah siswa seluruhnya mencapai 44.446. Jumlah 

ruang kelas sebanyak 1.485 ruang. Tenaga pengajar baik SMP dan MTs 

mencapai 5.825 orang. Keempat, tingkat SM (SMA/SMK, MA dan MAK). 
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Jumlah keseluruhan lembaga (SMA, MA dan SMK) mencapai 155 

sekolah dengan jumlah mencapai 30.759 orang. Sementara ruang kelas yang 

tersedia mencapai 879 ruang dengan jumah tenaga pendidik mencapai 3.594 

orang guru. Kelima, pendidikan luar biasa (SLB) yang berjumlah 5 lembaga 

dengan jumlah siswa mencapai 73 siswa dan terdiri dari 18 ruang kelas. 

Sementara tenaga pendidik SLB secara keseluuhan mencapai 17 orang. Secara 

rinci jumah lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep, seperti dalam tabel 

berikut: 

Tabel 5.1 

Jumlah Sekolah di Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015 

Tahun  Jumlah lembaga Pendidikan 

TK RA SD MI SMP MTs SMA MA SMK Jumlah 

2010 372 355 671 430 91 185 42 95 13 2254 

2011 370 390 661 443 110 191 45 124 25 2359 

2012 380 388 637 513 119 193 45 120 25 2420 

2013 386 484 629 527 136 201 51 125 35 2574 

2014 392 485 626 527 140 243 51 112 37 2613 

2015           

Sumber: Dokumen Bapedda Kabupaten Sumenep 2015. 
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Secara khusus wilayah Sumenep, terutama daerah pedesaan dan berbagai 

wilayah daratan dan kepulauan, masih tidak bisa dielakkan hal yang terjadi 

pada anak-anak yang berada di bawah umur atau dengan kata lain masih usia 

sekolah, kerapkali dipaksa untuk bekerja di rumah membantu pekerjaan orang 

tua diberbagai sektor, baik sektor pertanian, perkebunan, industri kecil, 

pekerjaan lain yang bisa membantu peningkatan ekonomi orang tua.16 Jam 

kerja yang penjang, kelelahan fisik dan lain sebagainya, bahkan ditambah lagi 

dengan pengaruh lingkungan yang memang memiliki kesadaran terhadap 

pendidikan, menjadi faktor penentu yang menyebabkan anak-anak usia 

sekolah di wilayah Kabupaten Sumenep harus menekuni pekerjaan yang 

belum waktunya dilakukan. Dampak dari kondisi ini adalah banyak anak-anak 

yang tidak memiliki presentasi positif di sekolah. 

Kondisi itu, setidaknya menjadi gambaran tentang kondisi masyarakat 

sekitar tahun 2010-an, tetapi sampai hari ini pun kondisi yang sama, masih 

tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi karena pendidikan pada 

dasarnya berkaitan erat dengan kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat, 

maka kesadaran terhadap dunia pendidikan akan jauh lebih besar daripada 

masyarakat yang memang memiliki kesadaran yang dangkal dalam memahami 

tentang signifikansi pengembangan pendidikan yang harus dilakukan. 

                                                           
16 Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak awalnya 

menerima pendidikan. Sehingga tidak salah bahwa bentuk pertama pendidikan adalah dari 

kehidupan keluarga. Lihat Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Akasra, Cet. 

XIV, 2014), 35. 
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Komitmen dalam upaya menata pendidikan, melalui pembangunan yang 

berorientasi pada cita-cita mewujudkan masyarakat Sumenep yang beradab 

dan berkeadaban, akan selalu terus dibangun dengan berpijak pada kesadaran 

bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dibangun bersama masyarakat 

Kabupaten Sumenep karena pemerintah pada hakikatnya hanya bagian dari 

elemen sosial yang harus menggerakkan pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Sumenep oleh karena itu, penataan pendidikan, terutama 

keberadaan lembaga pendidikan dasar negeri yang dianggap kurang produkfif 

terus dicarikan solusinya, mulai dengan cara melahirkan kebijakan baru yang 

inovatif sampai pada terakhir, yaitu produktivitas pelaksanaan pendidikan di 

Kabupaten Sumenep bisa terus dilakukan lembaga pendidikan negeri yang 

mati suri, tidak bisa dibiarkan karena hanya akan menjadi beban terhadap 

pemerintah dan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga 

perlu dilakukan kebijakan-kebijakan yang sangat radikal. Tujuannya tentu saja 

agar pendidikan di Kabupaten Sumenep bisa berjalan dengan dinamis, kreatif 

dan berorientasi pada upaya mencerdaskan manusia seutuhnya dalam upaya 

memajukan bangsa kita tercinta dengan terus melakukan pembenahan melalui 

kebijakan pendidikan dari pemangku kebijakan. 

Salah satu upaya efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah Kabupaten 

Sumenep adalah kebijakan regrouping dan penutupan terhadap sejumlah 

lembaga pendidikan telah dilakukan sejak tahun 2012 oleh pemerintah 

Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari ikhtiar dalam melakukan penataan 

terhadap pendidikan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data yang ada, 
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setidaknya terdapat 18 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tersebar di 10 

kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep yang telah diregoroupin oleh 

pemerintah daerah pada tahun 2012, dan 18 SDN yang tersebar di 9 

kecamatan juga harus diregrouping, karena dianggap tidak lagi produktif 

dalam melaksanakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. 

Komitmen penataan lembaga pendidikan tidak sampai berhenti sampai 

disini, namun demikian juga dengan dilakukan kebijakan penutupan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap jenjang pendidikan sekolah dasar 

negeri yang dianggap sudah tidak lagi mampu melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik akibat murid yang sangat minim. Pada tahun 2013, 

pemerintah daerah telah menutup sebanyak 22 lembaga pendidikan dasar yang 

terdapat di 12 Kecamatan, baik daratan maupun kepulauan. Penutupan 

lembaga pendidikan dasar, merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan, agar proses pendidikan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah bisa efektif, efisien dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini dengan usaha melakukan perbaikan yakni 

sebagai berikut; 17   

1. Menata kualitas SDM dan peningkatan kesejahteraan pendidikan 

Kesadaran untuk terus memperbaiki kualitas SDM pendidikan, 

khususnya di Kabupaten Sumenep merupakan keharusan untuk 

dikongkretkan, sehingga pengelolaan dan pengembangan pendidikan 

Kabupaten Sumenep bisa bergerak cepat dalam mengejar setiap 

                                                           
17 Karim, Ijtihad, 79-81. 
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ketertinggalan yang masih ada. Tanpa pengembangan SDM arah 

pendidikan Kabupaten Sumenep tidak akan berjalan ke satu titik, yaitu 

menghasilkan pendidikan yang bisa memberikan makna terhadap 

pegembangan dan kemajuan masyarakat Sumenep. Bahkan, keberhasilan 

program dan kegiatan yang telah diagendakan, sangat ditentukan oleh 

kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dibutuhkan suatu 

strategi pengembangan SDM yang baik dengan menggunakan berbagai 

alternatif atau kemungkinan yang akan terjadi.18 

Usaha dalam mengembangkan SDM pendidikan adalah bagian dari 

proses investasi masa depan bagi kemajuan pendidikan Sumenep yang 

harus dilakukan sejak dini. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dikelola dan 

dikembangkan secara professional secara utuh dan menyeluruh dan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi kekuatan 

yang prima dalam membangun pondasi pendidikan Sumenep yang 

berorientasi terhadap masa depan dengan peningkatan SDM yang lebih 

berkualitas dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. 

 Hal ini seperti diungkapkan oleh Suryadi Tilaar bahwa kemampuan 

guru, kepala sekolah penilik/pengawas, para pengelola pendidikan dan 

tenaga kependidikan lainnya ialah kekuatan sumber daya pendidikan harus 

mampu melaksanakan tugas-tugasnya, baik oleh pemerintah pusat maupun 

                                                           
18 Irwan Abdullah, ‘’Pemberdayaan Masyarakat yang lemah dan tertinggi’’, dalam tukiran, et.al, 

sumber daya manusia tantangan dan masa depan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar- PSKK UGM, 

2007), 23.  
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pemerintah daerah, jika mutu pendidikan ingin ditingkatkan kemampuan 

ini akan berkembang hanya jika memiliki status, pengakuan serta 

penghargaan professional bagi tenaga pendidikan.19   

2. Penguatan SDM pendidikan berkualitas 

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan 

pilar utama dalam menyiapkan SDM kependidikan yang kuat. Tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan akan bermutu apabila terdiri SDM-

SDM yang cerdas, terampil dan memiliki skil yang jelas, sehingga 

pengelolaan dan pengembagan pendidikan akan berjalan sesuai dengan 

khittahnya, yaitu dalam rangka memberikan layanan pendidikan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan mutu 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, terus diupayakan 

peningkatan dalam setiap tahun oleh pemerintah daerah, sesuai dengan visi 

dan misi yang ditetapkan dalam kepemimpinan Bupati bidang pendidikan.    

Hanya dengan keinginan yang kuat dan komitmen yang serius 

untuk membenahi semua ini, Oleh karena itu, pengembangan Sumber 

Daya Manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan 

oleh pemerintah, harus tetap mengacu pada prinsip pemberdayaan SDM, 

baik dari aspek jenjang karir maupun jenjang akademik tenaga pendidik 

dan tenaga pendidikan yang secara umum dilaksanakan oleh dan 

pemerintah sejak tahun 2011-2015 sebagaimana dalam tabel berikut: 

                                                           
19 Ace Suryadi H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu tinjauan pengantar (Bandung 

Remaja Rosda Karya, 1994), 175. 
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Tabel 5.2 

Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

 

No  Nama Kegiatan  

1 Seleksi sertfikasi Guru Tingkat Kabupaten 

2 Bimtek Pengembangan Pengawas Sekolah 

3 Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 

4 Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Kepala Sekolah 

5 Penyetaraan S-1 PAUD 

6 Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Kepulauan 

7 Workshop Peningkatan Pendidikan Mutu Guru Sekolah Dasar 

Inklusif  

8 Tes Potensi Akademik Guru Mapel 

9 Bimtek Tenaga Pengawas 

10 Pembinaan Guru Sekolah Dasar 

Sumber: LKPJ Bupati Tahun 2012, 2013, 2014. 
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Salah satu dari bebagai problem pendidikan yang terjadi di 

Sumenep satu hal yang cukup mengemuka selama ini masih belum 

terlupakan dalam masalah kepemimpinan sekolah, terletak pada jabatan 

kepada sekolah yang cenderung tidak terbatas, terutama di Kabupaten 

Sumenep.20 Posisi kepala sekolah, sejak dulu masih dianggap sebagai 

wilayah yang nyaris tidak bisa disentuh, sehingga tidak heran, apabila 

terdapat individu yang menjabat sebagai kepala sekolah dalam waktu yang 

sangat lama, tanpa bisa diganti dengan yang lain. Akibatnya, kondisi 

tersebut dianggap sebagai fenomena ‘’status quo’’ yang terbiarkan 

berjalan dalam dunia pendidikan.  

Kondisi ini disadari ataupun tidak, fenomena tersebut akan 

berdampak kurang baik terhadap regenerasi kepemimpinan pendidikan, 

karena mengesankan telah terjadi pelanggengan kekuasaan segelintir orang 

terhadap kepemimpinan sekolah. Padahal, kepemimpinan yang ideal 

adalah kepemimpinan yang dibatasi oleh jangka waktu, karena dari sana 

akan muncul dinamika dan penyegaran orientasi terhadap kepemimpinan 

sekolah. Kebijakan periodesasi diarahkan untuk menciptakan kelancaran 

dalam konteks regenerasi kepemimpinan sekolah serta memutus jabatan 

                                                           
20 Peraturan Bupati Sumenep No. 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumenep 

Nomor 45 tahun 2012, tentang pedoman pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dari Perbub ini di atur jabatan kepala sekalah 

adalah maksimal 12 tahun, kebijakan ini untuk memberikan dinamika kepemiminan yang progress 

demi perbaikan pendidikan dan regenerasi kepemimpinan. 

3. Mengakhiri Tradisi Jabatan Seumur Hidup 
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kepala sekolah seumur hidup, karena kepemimpinan sekolah harus hidup 

hanya dan terus membuka peluang tidak adanya penyegaran 

kepemimpinan sekolah, sehingga bisa membuat sekolah menjadi tidak 

dinamis.  

Seorang Bupati sebagai pemegang kebijakan melihat kondisi itu 

harus segera diakhiri seorang kepala sekolah tidak harus menjabat sebagai 

kepala sekolah selamanya, tanpa memberikan kesempatan kepada potensi 

lain yang ada salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan 

batasan waktu terhadap jabatan kepala sekolah dengan cara menerapkan 

kebijakan pereodisasi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap 

perkembangan kepemimpinan di sekolah. Karena kepala sekolah 

merupakan leader yang menentukan hal dilakukan demi tercapainya 

kemajuan yang dicapai sesuai target dan visi misi sekolah, maka kebijakan 

pereodisasi ini dapat menjadi momentum yang tepat dalam melakukan 

regenerasi kepemimpinan di sekolah. 

Periodesasi kepala sekolah yang diterapkan di Sumenep pada tahun 

2012, harus dimaknai sebagai terobosan yang positif untuk mendorong 

kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Terdapat beberapa kepala sekolah. 

Pertama, kepala sekolah sebagai edukator, yang diberi tugas untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kedua, 

kepala sekolah sebagai manajer, yang memiliki tugas untuk menyusun, 

merencanakan, mengorganisasi kegiatan, mengarahkan kegiatan, 

melaksanakan, pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan. 
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Ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, yang memiliki tugas 

menyelenggarakan administrasi, mulai perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengordinasian, keempat, kepala sekolah sebagai 

supervisor,21 yang memiliki tugas menyelenggarakan supervisi mengenai 

beberapa hal, yaitu proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan 

konseling kegiatan ekstrakulekuler, kerjasama dengan masyarakat dan 

instansi terkait. Kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin yang harus 

memiliki sifat-sifat luhur, seperti dapat dipercaya, amanah, bertanggung 

jawab, harus memiliki kemampuan menggali berbagai potensi yang 

dimiliki sekolah untuk kemajuan sekolah kearah yang jelas. Hal ini 

penting agar terjadi pola kepimimpian vareatif sehingga kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik dan punya prestasi dapat menjadi pilot project 

bagi sekolah atau madrasah lainnya. 

Kebijakan periodesasi ini, merupakan terobosan positif dalam 

merombak tradisi lama yang kurang baik dalam kepemimpinan sekolah di 

Kabupaten Sumenep. Hal itu menjadi penting karena kualitas pendidikan 

akan berkembang dengan pesat, apabila pemimpin sekolah juga terdiri dari 

individu yang memiliki pemikiran progresif dan konstruktif dalam 

membangun sekolah. Dengan periodesasi, maka stigma ‘raja-raja kecil’’ di 

lembaga pendidikan telah mulai diruntuhkan. Kepala sekolah yang masa 

jabatannya telah mencapai di atas 12 tahun, harus segera dilakukan 

                                                           
21 Eksekutor supervisi di lapangan adalah kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas. Mereka adalah 

supervisor yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan dinamika lembaga pendidikan yang 

diharapkan mampu membangkitkan potensi bangsa di masa depan. Lihat Jamal Ma’mur Asmani, 

Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 51.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

212 

 

 

regenerasi kepemimpinan melalui kebijakan periodesasi yang terus 

berjalan dinamis, tanpa pandang bulu, langkah itu dilakukan semata-mata 

untuk mendorong terciptanya proses seleksi kepemimpinan sekolah yang 

lebih kredibel dan berkeadilan sesuai kredibitas dan kemampuan 

manajerial yang dimilikinya. 

Layanan terhadap birokrasi pemerintahan pada masyarakat menjadi 

subtansi dari birokrasi pemerintahan. Pemerintahan, pada dasarnya adalah 

pelayanan masyarakat yang diberi tugas untuk memberikan yang terbaik 

terhadap kepentingan masyarakat, termasuk juga dalam masalah layanan 

pendidikan yang sangat kompleks. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan 

dalam melaksanakan pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk 

memberikan layanan yang maksimal dalam proses pelaksanaan pendidikan. 

Tanpa layanan yang baik, pelaksanaan pendidikan yang notabene melibatkan 

masyarakat banyak, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, 

dunia pendidikan merupakan aspek yang lebih banyak bersentuhan dengan 

masyarakat yang begitu beragam pemahaman yang berbeda-beda tingkatan.  

Konteks pembenahan layanan pendidikan tersebut, adalah suatu 

komitmen yakni berusaha dengan berbagai cara dan upaya dilakukan, guna 

mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan target 

yang ingin dicapai, antara lain : 

 

D.  Layanan Pendidikan: dari fasilitas sampai kesejahteraan 
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1. Peningkatan Sarpras Pendidikan 

Dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, proses 

pelaksanaan pendidikan mustahil akan berjalan dengan normal, sarpras 

memang bukan segala-galanya, tetapi menjadi salah satu elemen yang bisa 

menentukan dalam menghasilkan produk pendidikan, terutama sarpras 

yang berkaitan dengan fasilitas proses KBM (kegiatan belajar mengajar), 

dengan fasilitas pendidikan yang merata, sejatinya masa depan pendidikan 

Sumenep akan terjamin, walaupun memang tidak seratus persen maksimal 

bisa diwujudkan. Namun dengan berbagai komitmen berupa usaha dan 

tahapan menuju perbaikan yang terus berkelanjutan. 

Usaha selama waktu lima tahun terakhir (antara tahun 2011-2015) 

upaya meningkatkan sarana dan prsarana pendidikan di Kabupaten 

Sumenep terus dimaksimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat, baik peningkatan fasilitas perpustakaan, laboratorium, 

bangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, alat peraga, 

pengadaan komputer administrasi, pengadaan TIK dan berbagai fasilitas 

olah raga serta seni. Semua itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah 

daerah untuk diperjuangkan, karena pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan yang berkualitas akan memberikan dukungan yang besar 

terhadap proses belajar mengajar. Bahkan, dalam rangka memberikan 

layanan pendidikan yang memuaskan, pemerintah daerah pada tahun 2014 

telah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3,5 miliar untuk 
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pembangunan gedung kantor dinas pendidikan yang baru yang lebih 

representative dari segi kualitas.  

Keberadaan Kantor Dinas pendidikan yang baru ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat 

dan para pegawai struktur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sumenep. Keberhasilan membangun gedung baru Dinas Pendidikan ini, 

tentu saja merupakan keberhasilan yang tidak bisa dilukiskan, karena 

dengan gedung baru Dinas Pendidikan, pada gilirannya harus diimbangi 

dengan komitmen yang baru dalam mengelola dan mengembangkan serta 

memajukan pendidikan di Kabupaten Sumenep. 

Kelengkapan fasilitas pendidikan, disatu sisi merupakan bentuk nyata 

dari upaya meningkatkan layanan pendidikan yang memang menjadi 

bagian dari visi sebagai sebagai bupati, karena tanpa peningkatan sarana 

dan prasarana pendidikan, layanan pendidikan sarana dan prasarana tidak 

akan aan berjalan dengan normal. Untuk mewujudkan hal itu Bupati selalu 

mendorong agar kepada Dinas Pendidikan termasuk kepala kemenrian 

agama setempat agar terus melakukan perbaikan dan inovasi yang kreatif 

dan solutif dalam mengejar ketertinggalan dalam memenuhi kebutuhan 

fasilitas pendidikn di Kabupaten Sumenep, sehingga kondisi sarpras yang 

dibutuhkan oleh sekolah, baik SD, SMP dan SMA bisa terpenuhi dengan 

baik.  
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2. Bantuan Motor bagi Tenaga Pengawas 

Keberadaan peran pengawas sekolah dalam proses monitoring dan 

supervisi pendidikan menjadi vital, karena pengawas bukan hanya 

strategis dalam mengawal proses pelaksanaan pendidikan yang 

dilaksanakan di setiap sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Pengawas 

pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendidikan untuk 

melakukan kontrol dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang 

dilakukan di sekolah. Baik dan buruknya perkembangan pendidikan yang 

dilakukan oleh sekolah, tetap tidak bisa dilepaskan dari peran aktif 

pengawas dalam melaksanakan tugas. Pengawas memiliki tugas suci unutk 

melakukan amar ma’ruf nahi munkar dalam pelaksanaan pendidikan. 

Mencermati urgennya posisi pengawas tersebut, keberadaan pengawas 

tidak bisa dianaktirikan dalam pendidikan dengan seperangkat tugas yang 

sangat berat. Atas dasar pemikiran keberadaan pengawas yang sangat 

strategis tersebut, pemerintah daerah, pada tahun 2014 menyediakan 

anggaran yang cukup untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang 

diemban oleh para pengawas. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas 

kendaraan roda dua untuk setiap pengawas, terutama untuk jenjang 

pendidikan TK/SD.  

Implementasi kebijakan ini bertepatan pada 29 bulan Desember 2014, 

berupa bantuan sepeda motor yang diberikan kepada pengawas sebanyak 

76 unit dan 7 unit diberikan kepada Kasubag di lingkungan Disdik dan 27 

unit diberikan kepala UPT di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten 
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Sumenep. Untuk menyediakan bantuan kendaraan Dinas tersebut, 

pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.595.000.000 dari 

APBD Kabupaten Sumenep tahun 2014.  

3. BPPGDS: Upaya Membela Nasib Guru Swata dan Santri 

BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Guru Diniyah dan 

Guru Swasta) merupakan salah satu upaya yang dilakukan yang selama 

terabaikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap 

kesejahteraan kalangan guru diniyah dan swasta di lingkungan pendidikan 

Kabupaten Sumenep baik yang ada di bawah Kementrian Agama 

(Kemenag) maupun Dinas Pendidikan (Disdik). 

Jumlah guru swasta di Kabupaten Sumenep yang cukup besar22 di satu 

sisi Sumenep, tetapi sekaligus menjadi beban pemerintah untuk dipikirkan 

kesejahteraannya. Karena bagaimanapun, keberadaan guru swasta tidak 

bisa dinafikan. Mereka dengan tekun dan tanpa pamrih memiliki 

komitmen yang sama untuk mencerdaskan kehidupan anak Sumenep 

melalui lembaga pendidikan yang menjadi tempat mengabdi. Pemerintah 

tentu saja tidak bisa mengabaikan peran dan perjuangan mereka dalam 

bidang pendidikan, juga harus mampu mengakomodasi kepentingan guru 

swasta, terutama dalam aspek kesejahteraannya. Kebijakan MPPDGS ini 

dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. 

                                                           
22 Jumlah tersebut digambarkan dalam buku Sumenep dalam Angka 2014, antara lain untuk guru 

swasta TK mencapai 1.392 orang, SD mencapai 475 orang, SMP mencapai 1.241, SMA mencapai 

837, SMK mencapai 492, guru RA mencapai 17.695, MI mencapai 46.594, M.Ts mencapai 

32.637, MA berjumlah 19.759 dan guru MD mencapai 108.508 orang. 
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 Pertama, bantuan untuk santri (warga belajar). Bantuan ini merupakan 

wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan apresiasi terhadap 

kalangan santri yang menekuni keilmuan I jenjang Madrasah diniyah 

(Madin) Ula dan Madin Wustho23 serta warga belajar paket A dan B. 

Sebab, tiga elemen pendidikan ini secara substansial juga merupakan 

bagian dari pendidikan Kabupaten Sumenep yang yang keberadaannya 

sangat bermakna dalam proses pengembangan sumber daya manusia 

masyarakat Sumenep.  

Sejak 2011-2014, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang 

cukup besar untuk program ini, yang mencapai Rp. 1.437.750.000, dengan 

rincian bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 10.370.450.000. tahun 

2012 sebesar Rp. 8.100.000.0000, tahun 2013 sebesar Rp. 6.390.000.000, 

dan tahun 2014 mencapai Rp. 170.000.0000. 

Kedua, bantuan untuk pengasuh (ustadz). Dengan bantuan ini, 

kalangan pengasuh pesantren dan lembaga pendidikan agama, minimal 

bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan, sehingga bisa bermanfaat 

dalam melaksanakan tugas suci sebagai pendidik, terutama dalam bidang 

pendidikan agama, karena bantuan ini diperuntukkan untuk kalangan 

pengasuh jenjang madrasah diniah ula dan wustho, yang secara gamblang 

dapat dijelaskan secara rinci, bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 

                                                           
23 Madrasah Diniyah ini dikenal dengan Istilah Diniyah Takmiliyah di bagi 3 Tingkatan. Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah (DTA) Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya 

(DTU). Lihat Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaran Diniyah Takmiliyyah (Jakarta: Direktorat 

Pendididikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 2._  
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5.011.200.000, tahun 2012 mencapai Rp. 3.960.000.000, tahun 2013 

mencapai Rp. 2255.400.000, dan untuk tahun 2014 mencapai Rp. 

1.031.400.000. 

Ketiga, bantuan untuk guru swasta, yang telah menjadi kebijakan 

penting pemerintah selama lima tahun. Bupati sebagai pemangku 

kebijakan, selalu mendorong agar nasib guru swasta bisa dipikirakan 

melalui penyediaan anggaran untuk kesejahteraan mereka, walaupun 

dengan angka yang masih terbatas. Akan tetapi, komitmen pemerintah 

dalam mendorong partisipasi kalangan guru swasta di wilayah Kabupaten 

Sumenep tetap dilakukan secara istiqomah, untuk tahun 2011, pemerintah 

Kabupaten Sumenep telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 

8.206.200.000, kemudian tahun 2012 sebesar Rp. 7.075.800.000, tahun 

2013 sebesar Rp. 4.044.600.000 dan tahun 2014 mencapai Rp. 

1.848.600.000.  

Kebijakan bantuan transport untuk guru swasta ini merupakan salah 

satu upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menghargai jerih 

payah para guru swasta, walaupun masih sebatas nominal yang sangat 

minim, karena setiap guru swasta (untuk sementara) hanya mendapatkan 

Rp. 300.000 selama 6 bulan dalam setahun. Angka tersebut memang 

sangat kecil apabila dibandingkan dengan pengabdian dan perjuangan para 

guru swasta dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sumenep 

secara suka cita, akan tetapi penetapan angka tersebut dilakukan karena 

problem keterbatasan anggaran, sehingga dalam tahun-thun berikutnya, 
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jumlah bantuan tersebut harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan masyarakat. Bantuan untuk guru swasta ini diberikan terhadap 

sejumlah guru yang tersebar di sejumlah satuan pendidikan swasta, baik 

SD, MI, SLB, SMP, M.Ts, Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha.24 

Proses penyerahan bantuan ini secara simbolis dilakukan Bupati 

Sumenep yang di awali dengan acara serimonial dan sambutan Bupati 

tepat pada tanggal 07 Februari 2013 di gedung Graha Wicaksana Abdi 

Negara atau gedung Korpri Sumenep. Bantuan Penyelenggaraan 

Pendidikan Guru Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) bantuan ini 

diberikan pada lembaga pendidikan swasta karena melihat potensi 

madrasah khususnya di Kabupaten Sumenep yang sangat luar biasa dalam 

menopang kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, 

komitmen pemerintah daerah akan tetap berupaya agar madrasah yang ada 

di Kabupaten Sumenep juga mendapatkan hak yang sama untuk bisa 

berkembang dan lebih maju dimasa-masa mendatang. Sampai saat ini saja 

ada sekitar 760 Madrasah Diniyah di seluruh Kabupaten Sumenep. 

Sekarang ini, pemerintah pusat sedang mencari formulasi yang tepat 

agar setiap bantuan yang di alokasikan di APBD, benar-benar bermanfaat. 

Bahkan, dalam pembahasan APBD 2013 kemaren, sempat molor akibat 

terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. 

Peraturan pemerintah mengatur bahwa APBD yang bentuknya hibah atau 

                                                           
24 Bantuan untuk guru swasta juga pernah diberikan pada tahun sebelumnya oleh pemerintah 

daerah kabupaten sumenep, pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.495.200.000 dan tahun 2013 sebesar 

Rp. 3.945.600.000, melalui pos anggaran BKPP Kab. Sumenep. 
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bantuan sosial dilarang diberikan kepada perorangan. Bahkan, kepada 

lembaga pun persyaratannya juga sangat ketat. Memang harus benar-benar 

lembaga/yayasan yang terdaftar secara legal formal. Namun, perlu 

menegaskan di tahun bahwa di tahun ini dan tahun-tahun mendatang, 

pemerintah Kabupaten Sumenep masih akan tetap memberikan bantuan 

kepada lembaga keagamaan dan kemasyarakatan serta guru ngaji seperti 

tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, yang harus mendapatkan perhatian kita 

tentunya, bahwa aturan tetap aturan, harus dilaksanakan. Jadi memang 

setiap lembaga harus benar-benar secara legal formal diakui oleh negara.25  

Secara umum kebijakan MPPDGS ini dengan tiga katagori bantuan 

yang diberikan dalam rentang waktu 2011-2014, telah menelan anggaran 

yang cukup besar, misalnya pada tahun 2011, pemerintah daerah telah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 23.587.890.000, yang diberikan 

kepada 107.858 orang guru swasta yang tersebar di 3.735 lembaga 

pendidikan swasta baik daratan atau kepulauan.  

Pada tahun 2012, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp.19.153.800.000, yang diberikan kepada 88.531 guru swasta 

yang tersebar di 3.621 lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten 

Sumenep tahun 2013, anggaran yang disediakan mencapai Rp. 

12.690.000.000, yang diperuntukkan kepada 68.500 guru di 3.127 

lembaga, tahun 2014, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 

                                                           
25 Tim Penyusun, Himpunan Pidato Bupati Sumenep tahun 2013 (Sumenep, Badan Humas dan 

Protokoler 2013), 23. 
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7.050.000.0000 untuk 42.600 di 2.796 lembaga dan tahun 2015 

pemerintah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.979.100.000, 

yang diberikan kepada 21.990 guru yang mengabdi di 733 lembaga 

pendidikan swasta di wilayah Kabupaten Sumenep.26 Tentu semua ini ini 

diharapkan dapat memberikan nilai kemajuan pendidikan Kabupaten 

Sumenep yang unggul.  

4. Bantuan Transport Guru Swasta 

Bantuan transport guru swasta dalam mendukung partisipasi kalangan 

guru swasta di Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah juga 

mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pemberian transport untuk guru 

swasta baik guru swasta di bawah lingkungan Disdik maupun 

Kemenag.27Bantuan ini diarahkan untuk memberikan keringanan biaya 

transportasi bagi kalangan guru swasta dalam bertugas dengan jatah 

anggaran sebesar Rp. 900.000 untuk setiap guru. Kebijakan ini merupakan 

wujud penghormatan atas kiprah para guru swasta dalam membantu 

pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep, yang 

diberikan kepada guru swasta di Kabupaten Sumenep, baik guru swasta di 

                                                           
26 Dokumen Disdik Kab. Sumenep 2015. 
27 Pemberian bantuan bagi guru di Kabupaten Sumenep, baik yang berupa transport, guru kontrak 

dan sebagainya merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam 

meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Pemerintah memaklumi bahwa kesejahteraan menjadi 

hal mutlak dan utama. Pemerintah tidak hanya mewanti-wanti peningkatan kerja, tanpa melihat 

sisi lain dari kehidupan para guru. Komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep dalam 

meningkatkan kesejahtern guru makin baik. Hal itu bisa dilihat dari anggaran yang diberikan. 

Khusus untuk bantuan transport, jika pada tahun 2012 sebesar 1,7 milyar, maka tahun 2013 

bertambah menjadi 2,2 milyar. Lihat, Tim Penyusun Potret Kepemimpinan A. Busyro Karim-

Soengkono Sidik, Mengawal Kemajuan Sumenep (Sumenep, TP 2013), 51. 
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bawah Kemenag maupun Disdik, yang meliputi TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/MA. 

Pada tahun 2012 bantuan transport guru berjumlah1,7 milyar, dan pada 

tahun ini bertambah menjadi 2,5 milyar. Meskipun tahun ini, hanya 1.948 

orang guru yang mendapatkan bantuan. Padahal, di Kabupaten Sumenep 

jumlah guru swasta mencapai 17.772 orang. Dengan rincian, 4.783 

dibawah naungan Dinas Pendidikan dan 12.989 orang dibawah 

Kementrian Agama.28  

Tabel 5.3 

Anggaran Transprot Guru Swasta Kab. Sumenep 

No Tahun Jumlah anggaran Jumlah penerima 

1 2011 1.767. 600.000 1.948 

2 2012 1.753. 200.000  1.948 

3 2013 2.272. 500.000 2.504 

4 214 2.253. 600.000 2.504 

5 2015 2.253. 600.000 2.504 

Sumber: Dokumen Disdik Tahun 2015. 

 

                                                           
28 Himpunan siaran pers Pemkab Sumenep tahun 2013, oleh bagian Humas dan Protokol Setda 

Sumenep, 30. 
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Anggaran dalam tabel di atas merupakan akumulasi dari jumlah guru 

swasta, baik guru swata yang mengajar pada lembaga pendidikan di bawah 

Dinas pendidikan maupun di Kantor Kementerian Agama. Untuk jenjang 

TK, SD, SMP, SMA pada tahun 2011 mencapai Rp. 1.095.300.000, tahun 

2012 Rp. 1.095.300.000, pada tahun 3013 mencapai Rp. 1.114.200.000, 

kemudian tahun 2014 mencapai Rp. 1.114.200.000, dan tahun 2015 

mencapai Rp. 1.154.700.000. sedangkan untuk guru swasta tingkat RA, 

MI, M.Ts. MA dan MD, pada tahun 2011 mencapai Rp.672.300.000, 

tahun 2012 mencapai Rp. 672.300.000, tahun 2012 mencapai Rp. 

657.900.000, tahun 2013 mencapai Rp. 1.158.300.000 dan tahun 2014 

mencapai Rp. 1.139.400.000, dan untuk tahun 2015 mencapai 

Rp.1.098.900.000.29 

5. Bantuan Guru Tidak Tetap Kategori 2 (GTT K2) 

Bantuan insentif untuk guru tidak tetap kategori 2 (K2), diberikan 

sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap pengabdian GTT 

K2 dalam membangun pendidikan Kabupaten Sumenep.30 Dengan bantuan 

                                                           
29 Dokomen pelaksanaan program bidang pendidikan Kab. Sumenep tahun 2015. 
30 Sebagai wujud komitmen Pemda Kabupaten Sumenep untuk memberdayakan para tenaga 

pendidik adalah dengan cara memperhatikan kesejahteraan mereka. Terutama kalangan gugu non 

PNS yang tidak memiliki pemasukan tetap seperti yang diterima oleh kalangan guru PNS. Selama 

ini, kalangan guru swasta khususnya masih tetap kental dengan jargon sebagai guru tanpa pamrih, 

karena tugas sebagai pendidik sama sekali tidak diimbangi dengan kesejateraan yang setara 

dengan guru PNS. Bahkan, diakui atau tidak, banyak guru-guru swasta dan guru tidak tetap 

katagori 2 (GTT K2) yang memiliki penghasilan pas-pasan, sementara honor yang didapat dari 

sekolah tempat mengabdi, sama sekali tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarga. Nasib kesejahteraan guru swasta mereka, terutama kalangan guru non PNS yang tidak 

yang belum tersertifikasi. Penghasilan untuk menopang kesejahteraan, walaupun tidak mungkin 

setara dengan tingkat kesejateraan mereka menjadi tugas penting pemegang kebijakan untuk 

dituntaskan, perlu ada kebijakan yang bisa meringankan beban hidup mereka dari aspek 
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ini, setidaknya dapat memberikan tambahan penghasilan terhadap 

kebutuhan ekonomi keluarga, karena dalam bantuan ini, setiap guru 

mendapatkan jatah yang diharapkan bisa memenuhi unsur keadilan. 

Sehingga para GTT yang telah lama mengabdi bisa diperhatian 

kesejahteraanya secara lebih serius oleh pemerintah.  

Kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh 

pemerintah Kabupaten Sumenep, karena baru dilaksanakan pada tahun 

2015 keberadaan GTT kategori 2 yang selama ini dianggap tidak 

endapatkan perhatian dari aspek kesejahteraan, maka dengan kebijakan 

insentif tersebut, secara perlahan telah mulai dirubah. Kiprah dan peran 

penting GTT K2 setelah bertahun-tahun mengabdi untuk pendidikan di 

Kabupaten Sumenep, memang sudah selayaknya mendapatkan perhatian 

yang cukup serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sebagai wujud 

kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib GTT K2, sejak tahun 2015, 

pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dengan cara memberikan 

insentif terhadap kalangan GTT K2 melalui APBD sebesar 

Rp.4.203.000.000, yang diperuntukkan untuk 1.402 GTT K2 Kabupaten 

Sumenep. 

 

 

                                                                                                                                                               
kesejahteraan. Minimal ada peningkatan kesejahteraan, walaupun tidak mungkin setara dengan 

tingkat kesejahtaraan yang di terima oleh kalangan guru PNS dan guru swasta yang bersertifikasi. 
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Tabel 5.4 

Data Bantuan GTT Kategori 2 Kabupaten Sumenep 2015 

No Satuan 

Pendidik

an 

Jumlah 

penerima 

Besaran Bantuan 

(RP) 

Jumlah 

1 TK 2 Rp. 3.000.000,- Rp. 6.000.000,- 

2 SD 1279 Rp. 3.000.000,- Rp.3.837.000.000,- 

3 SMP 103 Rp. 3.000.000,- Rp. 309.000.000,- 

4 SMA 14 Rp. 3.000.000,- Rp. 42.000.000,- 

5 SMK 3 Rp. 3.000.000,- Rp. 42.000.000,- 

Jumlah  1.401 Rp. 15.000.000,- Rp. 42. 203.000.000,- 

Sumber: Dokumen Disdik Sumenep 2015 

Usaha pemerintah daerah dengan memberikan bantuan insentif 

tersebut, pada kalangan GTT K2 secara bertahap telah mendapat perhatian 

dari pemerintah, sehingga bisa lebih maksimal dalam membantu 

pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep. 

Kesejahteraan yang diterima GTT K2 selama ini memang tergolong tidak 

jelas, apabila dibandingkan dengan pengabdian yang mereka berikan 

untuk pendidikan Sumenep, sehingga melalui bantuan insentif yang 

diberikan oleh pemerintah daerah, kalangan GTT bisa mendapatkan 

tambahan sumber pemasukan dengan tujuan memberikan stimulus agar 

menjadi penyemangat pengabdian dalam bidang pendidikan, agar 
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semangat  mengabdi dan membantu ini dengan memberikan stimulus 

kesejahteraan dapat meringankan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Walaupun nominal yang diberikan tentu saja masih belum masih 

disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintah 

Kabupaten Sumenep. 

Idealnya peneliti mengharapkan setiap stake holder pendidikan lebih 

melakukan progres yang lebih baik agar proses pendidikan ini bisa 

tereplemnatasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (social 

need) dan apa yang menjadi keunikan dari berbagai daerah dapat dikelola 

dengan berbagai uasah untuk melestarikan dari setiap local konwlidge dari 

berbagai daerah demi cita kemajuan berupa pendidikan progresif yang 

membumi. 

6. Perang Melawan Buta Aksara : Menuju Masyarakat Cerdas Aksara 

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) didalamnya ada pendidikan 

masyarakat yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) seperti pengetahuan baik baca atau tulis dan berbagai 

keterampilan tentang pertanian dan termasuk pemberantasan buta aksara.31 

Buta aksara di manapun masih tetap menjadi problem sosial yang cukup 

pelik untuk diurai benang merah dan dicari solusinya, bukan karena faktor 

pemerintah kesulitan mencari alternatif, melainkan karena jumlah buta 

aksara memang masih sangat besar, terutama di Kabupaten Sumenep. Hal 

ini penting agar masyarakat bebas dari buta aksara sehingga mereka dapat 

                                                           
31 Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1995), 63. 
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membaca menulis secara baik dan benar.32 Problem masyarakat berupa 

buta aksara ini terjadi hampir menyeluruh disetiap pelosok Desa dan di 

setiap kecamatan Kabupaten Sumenep, masyarakat yang buta aksara relatif 

masih sangat besar.  

Setidaknya, di awal kepemimpinan Bupati Sumenep 2010-2015, 

jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep masih menunjukkan angka 

yang cukup memprihatinkan, karena masih mencapai 134.540 orang, yang 

terdiri dari 46.491 orang laki-laki dan 88,049 orang perempuan, angka itu, 

tentu saja menjadi problem tersendiri bagi pengembangan dan peningkatan 

sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep, karena dengan jumlah 

tersebut, bisa diasumsikan bahwa Kabupaten Semenep masih belum bebas 

dari problem masyarakat dengan tingkat kebutaaksaraan yang sangat 

tinggi dan harus di atasi tidak boleh ditunda lagi. Demi tujuan peningkatan 

sumber daya manusia yang dapat bersinergi dengan bangsa lain. 

Untuk mengatasi problem tersebut, tak ada jalan lain bagi pemerintah 

daerah, kecuali melakukan perang terbuka dalam memberantas terhadap 

buta aksara, salah satunya dengan cara berkomitmen dalam mengurangi 

                                                           
32 Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat serius membenahi masalah pendidikan, khususnya 

menyangkut 3 aspek utama, yakni akses pendidikan, kualitas pendidikan dan infrastruktur 

pendidikan. Salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan pendidikan luar sekolah berupa 

keaksaraan fungsional. Dalam perjalanannya, program keaksaraan fungsional ternyata tidak sia-

sia. Meskipun, Sumenep masih menyandang sebagai Kabupaten pemilik buta aksara nomor dua di 

Jawa Timur. Akan tetapi, progres dan kemajuan yang bisa didapat sudah sangat positif. Buktinya, 

dari tahun ke tahun jumlah buta aksara menurun secara signifikan. Jika pada tahun 2010, jumlah 

buta akasara di Sumenep mencapai 134.540 orang. Pada tahun 2011 menurun menjadi 124.787 

orang dan pada tahun 2012 berkurang lagi menjadi 107.848 orang. Tahun 2013, Pemerintah 

Kabupaten Sumenep menargetkan angka buta aksara turun menjadi 99.794 orang. Dan pada tahun 

2015 nanti, kabupaten Sumenep diharapkan sudah bebas buta aksara. Lihat, Tim Penyusun Potret 

Kepemimpinan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik, Mengawal Kemajuan Sumenep (Sumenep, TP 

2013), 75. 
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jumlah buta aksara secara perlahan dalam setiap tahun. Bentuk komitmen 

yang dilakukan adalah mengusahakan melalui penyediaan anggaran daerah 

mengupayakan jatah anggaran dari APBD provinsi Jawa Timur 

semaksimal mungkin untuk program KF (keaksaraaan fungsional) di 

Kabupaten Sumenep, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai 

unsur dan peran serta dan dukungan berupa partisipasi masyarakat, baik 

kelompok belajar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi 

perempuan, Lembaga swadaya masyarakat dan juga melibatkan pihak 

perguruan tinggi. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat Sumenep yang bebas buta aksara 

(melek huruf), mengalami perkembangan yang cukup positif, karena 

dengan jumlah secara perlahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Peran dan keterlibatan masyarakat dalam program keaksaraan fungsional 

ini, memiliki pengaruh yang sangat penting, karena walaupun dengan 

anggaran yang sangat minim, usaha dan perjuangan masyarakat dari 

berbagai lapisan masyarakat dan berbagai organisasi kemsyarakatn dapat 

membantu dalam menyukseskan program pemerintah dalam mengurangi 

jumlah buta aksara benar-benar telah dirasakan dampaknya. 

Pada tahun 2014 saja, jumlah buta aksara telah berkurang menjadi 

74.744 orang, apabila dibandingkan dengan tahun 2010 masih mencapai 

134.540 orang, berarti dalam jangka waktu empat tahun, komiten dan 

usaha agar masyarakat bisa membaca atau melek huruf telah mengalami 
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angka penurunan yang cukup sgnifikan dalam meminamalisir jumlah buta 

aksara yang mencapai 59.796 orang. 

 

Tabel 5.5 

Jumlah Garapan Pemberantasan Buta Aksara 

Tahun 2011-2014 

 

Tahun Jumlah 

Garapan 

Sisa Garapan % 

2010 - 134.540 - 

2011 5.326 129. 214 3.96 % 

2012 18.090 111.124 14.00 % 

2013 11. 330  97.074 12.64 % 

2014 25. 350  72.024 26.11 % 

Sumber: Dokumen Disdik Sumenep 2014. 

Pada tahun akhir 2014, pemerintah daerah telah berhasil 

menyelesaikan garapan masyarakat buta aksara mencapai 62.816 (46.69%) 

yang dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun lamanya. Pencapaian 

tersebut tentu saja merupakan kerja keras pemerintah yang didukung oleh 

masyarakat, karena tanpa ditopang dengan dukungan maksimal 

masyarakat, upaya mengurangi masyarakat buta aksara secara bertahap 

tidak akan berjalan dengan baik, sampai akhirnya menjadi masyarakat 

yang benar-benar bebas buta aksara. Sebab, upaya Kabupaten Sumenep 
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berdasarkan data yang ada, memang tidak bisa dilakukan dalam waktu 

yang relatif singkat dengan potensi jumlah buta aksara sebagaimana 

tergambar dalam data tahun 2010 yang notabene masih sangat besar, yaitu 

mencapai 135.540 orang. 

Program pemberantasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional 

(KF)  sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, tidak serta merta 

menjadi akhir dari perjuangan melawan buta asara agar masyarakat mejadi 

melek huruf, karena jumlah dari sisa buta aksara masih cukup tinggi dan 

membutuhkan komitmen tinggi untuk menuntaskannya. Dengan sisa yang 

ada, masih menjadi tugas bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten 

Sumenep di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, dukungan dan 

partisipasi masyarakat dalam perang melawan buta aksara ini, tidak boleh 

pupus di tengah jalan dan berhenti begitu saja, sehingga masyarakat 

Sumenep yang cerdas bisa diwujudkan. Salah satu indikator paling 

sederhana Sumenep cerdas adalah bebas dari buta aksara, karena bebas 

dari buta aksara di satu sisi, telah menjelaskan kepada publik bahwa 

Sumenep sudah bisa keluar dari stigma sebagai Kabupaten yang masih 

dihantui oleh jumlah buta aksara yang cukup tinggi. Salah satu komitmen 

bidang pendidikan adalah Sumenep bebas buta aksara, itulah yang menjadi 

target untuk diwujudkan di Kabupaten Sumenep agar bisa terbebas dari 

buta aksara dan bisa baca tulis. 

Fenomena masyarakat yang tidak bisa baca-tulis, menjadi perhatian 

Pemerintah daerah kabupaten Sumenep, karena mereka banyak tersebar 
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diberbagai pelosok desa dan hanya akan menjadi korban dari kemajuan 

peradaban yang maju dan terus berkembang dinamis dalam setiap waktu. 

Kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis, menjadi tuntutan 

dasar bagi masyarakat yang hidup di era modern saat ini. Oleh karena itu, 

bebas buta aksara harus dijadikan sebagai obyek perjuangan kebijakan 

yang tidak boleh terhenti dan bergerak mundur. Target menjadi Kabupaten 

yang bebas buta aksara I Sumenep, bukan hanya slogan, tetapi harus 

diimbangi dengan kerja keras dan kemauan yang kuat untuk menemukan 

jalan keluar yang realistis, yaitu penyediaan anggaran yang cukup untuk 

melaksanakan program pengentasan buta akasara.  

Berbagai upaya yang dilakukan setiap tahun upaya itu terus dilakukan 

oleh pemerintah, baik melalui dana APBD kabupaten Sumenep maupun 

APBD tingkat I propinsi Jawa Timur, karena menjadi masyarakat bebas 

buta aksara memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, apabila 

berdasarkan data yang ada, jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep 

sangat besar, sehingga dibutuhkan tahapan waktu untuk menyelesaikannya 

secara efektif dan strategis dalam mengentaskan buta aksara. Secara dana 

pengentasan buta akasra dengan program keaksraan fungsional (KF) lebih 

rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 
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Tabel 5.6 

Jumlah Dana Pemberantasan Buta Akasara 2011-2015 

Tahun  Sumber  

APBD Kab. APBD Jatim APBN 

2011 Rp. 300.000 - - 

2012 Rp. 1.000.000.000 - - 

2013 Rp. 1.000.000.000 Rp. 3.232.000.000 - 

2014 Rp. 3.500.000.000 Rp. 1.026.000.000 Rp. 9.00.000.000 

2015 Rp. 18.00.000.000 - - 

Sumber: Dokumen Disdik Sumenep, 2015 

Kometmen dan upaya untuk melawan buta aksara terus dilakukan oleh 

pemerintah bersama masyarakat, sehingga dalam setiap tahun jumlah 

masyarakat buta aksara bisa berkurang secara perlahan pada tahun 2014, 

target garapan warga belajar pada dasarnya hanya terdiri dari 3.725 warga, 

tetapi pemerintah mampu melaksanakan di atas target minimal yang 

ditetapkan, yaitu 25.350 warga. Capaian itu tentu saja menjadi terobosan 

yang positif dalam menekan jumlah angka buta aksara di Kabupaten 

Sumenep, karena dengan jumlah tersebut angka capaiaya mencapai 

680.54%.33 

Keberhasilan dalam menekan jumlah buta aksara I Kabupaten Sumenep, 

setidaknya dalam rentang waktu 2011-2015, tidak lepas dari upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui terobosan pendanaan maupun 

                                                           
33 Lihat. Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sumenep 2014 (Bag. Organisasi setda 

kab. Sumenep 2015), 170. 
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mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program KF 

(keaksaraan fungsional) yang diagendakan oleh pemerintah dalam setaip 

tahun anggaran. Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, gerakan kerjasama 

antara berbagai stakeholder dengan pemerintah dalam berjuang 

memberantas buta aksara telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, 

baik yang dilakukan oleh organisasi PC NU, PKK Kab. Sumenep, Dharma 

Wanita, Persit Kartika Candra Kirana, Bayangkari, Nasyi’atul Aisyiah, 

Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM yang ada di setiap kecamatan di 

bawah pengelolaan dinas pendidikan serta beberapa yayasan yang mengelola 

lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep.34  

Menengah 

Pendidikan adalah hak setiap warga yang harus terpenuhi. Pemerintah 

yang mendapat mandat dari negara melalui undang-undang dasar 1945. Dalam 

konteks ini dalam mempersiapkan generasi terdapat terdidik yang bisa 

menjawab tantangan masa depan Kabupaten Sumenep pemerintah daerah 

selalu berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya dari 

aspek fisik pendidikan, tetapi juga dari aspek moral dan intelektual anak didik 

juga menjadi fokus perjuangan yang harus direalisasikan, mulai pendidikan 

usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Sehingga program pemerintah 

                                                           
34 Secara lengkap lihat. Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sumenep 2014, 171. 

E. Peningkatan Kualitas Anak melalui pendidikan Usia Dini Dasar dan 
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berupa wajib belajar 9 tahun telah ditingkatkan menjadi 12 tahun harus bisa 

diwujudkan di Kabupaten Sumenep sebaik mungkin.35  

Potensi anak didik harus diasah dan dikembangkan semaksimal mungkin, 

melalui pengembangan pendidikan bermutu yang menyeluruh. Pengelolaan 

pendidikan usia dini, dasar dan menengah, tentu saja tidak bisa dirancang 

dengan cara pandang yang kaku dan jumud, tetapi harus dengan pemikiran 

dan solusi yang jelas. Anggaran memang penting dalam pengembangan 

pendidikan, tetapi bukan satu-satunya. Pendidikan tidak bisa hanya berharap 

pada ketersediaan anggaran, tanpa diimbangi dengan komitmen, kemauan 

yang sungguh-sungguh dan kerja keras para pengelola yang sudah diberi 

mandat oleh pemerintah daerah.  

Sebagai pemegang otoritas kebijakan di Kabupaten Sumenep, Bupati tak 

henti-hentinya mendorong dan bahkan menantang semua SKPD, khususnya 

Dinas pendidikan untuk berbuat lebih baik dari yang telah dikerjakan 

sebelumnya dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Kreasi 

dan inovasi yang muncul, kemajuan dalam aspek apapun tidak akan tercipta 

dengan baik, termasuk dalam pengelolaan pendidikan yang tentu saja 

                                                           
35 Untuk mendukung upaya pelaksanaan program wajib 9 tahun, pemerintah daerah Kabupaten 

Sumenep, secara konsisten melakukan berbagai cara agar program wajib ini bisa dirasakan oleh 

segenap anak-anak di Kabupaten Sumenep. Anak-anak Sumenep harus didorong semaksimal 

mungkin untuk bisa menuntaskan pendidikan 9 tahun, karena hal itu akan berdampak terhadap 

masa depan generasi baru masyarakat Sumenep. Oleh karena itu, guna mendukung gerakan balajar 

9 tahun tersebut, pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pembinaan dan bantuan 

kesejahteraan anak yang dialokasikan untuk beberapa SD dan MI yang berada di wilayah 

Kabupaten Sumenep dalam bentuk pemberian bantuan seragam sekolah. Batuan tersebut diberikan 

mealui Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.  
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prosesnya jauh lebih sulit, karena pendidikan berkaitan dengan peningkatan 

sumber daya manusia. 

1. Membumikan PAUD dan TK : dari kota ke pelosok Desa 

Perkembangan lembaga pendidikan tingkat PAUD dan TK yang 

dikelola lembaga pendidikan berbasis pesantten, secara sederhana dapat 

disimpulkan sebagai bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

ikut berpartisipasi untuk membangun SDM Kabupaten Sumenep yang 

lebih merata,36 akan tetapi di sisi yang lain, kondisi itu juga menjadi 

tantangan yang cukup berat, karena keberadaan lembaga pendidikan usia 

dini tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk membantu pengembangan lembaga-lembaga 

tersebut, karena rata-rata lembaga pendidikan usia dini didirikan dan 

dikelola oleh masyarakat pemerhati pendidikan, adalah notabene masih 

penuh dengan keterbatasan. Adapun rincian rekaptulasinya adalah sebagai 

berikut; 

 

 

 

 

                                                           
36 Tentuya ini adalah gagasan yang bagus dari seorang yang punya posisi strategis yang harus 

punya andil penting yang tak lain adalah ketua TP PKK Kabupaten Sumenep Nurfitriana Busyro 

Karim, yang menyandang beberapa nama baru seperti Bunda PAUD, ibu Hijaber, Bunda Inspirator 

dan Motivator, karena banyak gagasan salah satunya festival 10 ribu Soto campor yang mendapat 

rekor Muri saat peringatan hari kabupaten Sumenep yang ke-745. Beberapa waktu lalu gagasan 

untuk menggelar rapat bukan di ruangan ber-AC, namun ditempat tebuka seperti yang melakukan 

rapat terbuka di pantai Lombang salah satu wisata Kabupaten Sumenep. Lihat dalam Majalah 

Mata Sumenep Edisi 07/15-28 Desember 2015. 
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Tabel 5.7 

Rekapitulasi Bantuan PAUD 2011-2014 

Tahun  Jumlah Penerima Total Dana 

2011 286 2. 339. 000.000 

2012 281 1. 533.960.000 

2013 200    384.000.000 

2014 200    334. 000.000 

Sumber: Dokumen Disdik Sumenep 2014. 

 

2. Membumikan SMK sebagai investasi human capital37 

Membumikan pendidikan SMK di tengah era globalisasi yang 

terus menguat, banyak hal yang harus disiapkan dan dimatangkan, 

terutama sumber daya mausia yang menjadi piranti di dalamnya. 

Tanpa ketersediaan SDM yang matang, suatu daerah lambat laun 

hanya akan manjadi korban kemajuan globalisasi.38 Oleh karena itu, 

penyiapan SDM yang berkualitas dengan keterampilan yang jelas, 

menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Salah satunya adalah 

                                                           
37 Cara pengembangan human capital adalah menyediakan pelatihan formal dan informal, seperti 

pelatihan keterampilan dasar, on the job training, coaching dan mentoring. Semua jelas semua 

pelatihan ini dapat memengaruhi lebih jauh pengembangan karyawan. Lihat Mahlia Muiz, 

Manajemen Sumber Daya Manusia pada Kinerja Industri (Bogor: IPB Press, 2013), 109. 
38 Melihat potensi Sumenep baik dari sektor pertanian dan kelautan perlu segera memperbanyak 

sekolah-sekolah kejuruan (SMK), khusus untuk bidang-bidang tertentu yang menjadi kebutuhan 

masyarakat, misalnya bidang pertanian, kelautan dan lain sebagainya. 
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menggerakkan arah pendidikan ke arah pengembangan masyarakat 

yang terampil dengan skill yang memang dibutuhkan oleh masyarakat 

global. Karena skill atau keterampilan telah menjadi ruh masyarakat 

global yang tidak bisa dinafikan, sehingga pendidikan berbasis 

keterampilan harus dijadikan sebagai strategi menghadapi tantangan 

masyarakat gobal. Salah satunya dengan diberlakukannya Masyarakat 

Ekonomi Asia yang akan di mulai pada 31 Desember 2015. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendorong 

masyarakat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

secara merata di tangah-tengah masyarakat. SMK yang selama ini, 

cendrung masih berada di wilayah perkotaan, harus dikembangkan ke 

wilayah pelosok masyarakat memiliki akses yang mudah untuk 

mengembangkan putra-putri mereka di bidang kejuruan. Berbagai 

keahlian yang dikembangkan oleh SMK, tentu saja akan berdampak 

terhadap penyiapan generasi masa depan dengan keterampilan khusus 

yang bisa diandalkan. Minimal, setelah lulus SMK, mereka sudah 

memiliki keahlian dan kerampilan di bidangnya, sehingga dapat 

menciptakan pekerjaan secara mandiri atau dapat terjun ke perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Berdasarkan data 

BPS Kab. Sumenep 2013, jumlah SMK di Sumenep mencapi 31 

sekolah (terdiri dari 29 SMK Swasta dan 2 SMK negeri), dengan 

jumlah siswa mencapai 3.952 orang siswa yang terdiri dari 2.025 siswa 
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SMKN dan 1.927 siswa SMK swasta.39 Tentu harapan peneliti adanya 

SMK swasta di berbagai pelosok Desa baik wilayah daratan dan 

kepulauan harus memperhatikan potensi lokal sehingga dapat 

meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Namun juga 

harus diimbangi dengan skill yang berskala pada kebutuhan secara 

global. Hal ini penting karena siswa SMK perlu diperkenalkan 

berbagai keterampilan sederhana baik keterampilan dasar basic 

vocational based) atau keterampilan khusus (accpaational skill) 

minimal melatih dan membiasakan bekerja dan mencintai pekerjaan.40    

Melihat prospek dan dengan mencermati konteks itu, 

pengembangan SMK-SMK di Kabupaten Sumenep, pada dasarnya 

diarahkan untuk menjawab problem sumber daya manusia masyarakat 

yang masih sangat terbatas, sehingga apabila tetap dibiarkan, prediksi 

masyarakat hanya akan menjadi tenaga kerja yang tereksploitasi dan 

hanya akan jadi babu di daerah sendiri tentu ini akan menjadi fakta 

yang berkepanjangan. Masyarakat Sumenep khususnya, sudah harus 

segera keluar dari jebakan itu. Manusia-manusia terampil dengan 

kualitas yang jelas, harus dilahirkan dari SMK-SMK yang ada, 

sehingga Bupati selaku pemangku kebijakan ini selalu mendorong 

pengelolaan dan pengembangan SMK harus selalu dilakukan dan 

ditingkatkan.  

                                                           
39 Data tersebut diperoleh dari buku Sumenep dalam angka (Sumenep: Sumenep in figure, Badan 

Pusat Statistik, 2014), 116-117. 
40 Tim penyusun, Pedoman Integrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill) dalam 

Pembelajaran (Jakarta; Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), 30. 
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Pendirian SMK-SMK swasta di Kabupaten Sumenep dilakukan di 

lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia yakni pesantren. 

cukup banyak kalangan pesantren yang manambah jenjang penddikan 

SMK di dalamnya sebagai bagian dari upaya memberikan pilihan yang 

terdapat kalangan santri yang selama ini kental dengan pendidikan 

agama. Tetapi, dengan SMK-SMK di pesantren, berarti dunia 

pesantren telah mengalami masyarakat yang mulai sadar dan ditantang 

untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan global. Lulusan dengan 

keahlian dan keterampilan tertentu yang akan dihasilkan melalui SMK, 

dapat menjadi sarana penggemblengan kader-kader pendidikan 

pesantren yang tidak hanya mahir dalam masalah ilmu agama, tetapi 

juga memiliki skiil dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk 

menjawab tantangan kehidupan masyarakat global sehingga dapat 

menjadi masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi, 

informasi dan pasar (ekonomi) dan mengetahui berbagai mazdhab dan 

ideologi baru dalam masalah ekonomi.41 Sehingga nantinya pandangan 

peneliti akan lahir pengusaha muda atau wirausahawan muda dengan 

jiwa interpreneur yang masih fresh dengan berbagai ide cemerlang 

demi majunya generasi masa depan. Tentu ini semua adalah cita-cita 

yang harus didukung oleh segenap pemerhati dunia pendidikan yang 

harus ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 

                                                           
41 Karim, Ijtihad.113-114. 
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Hal ini dibearkan oleh Kasi Kurikulum Abd. Kadir memang sejak 

reformasi bergulir sudah dialokasikan bantuan penyelenggaraan 

pendidikan yakni 40.000/siswa. Baik sekolah negeri, sekolah atau 

madrasah swasta SMAN/SMA/SMK/MAN/MAS Sebelum adanya 

BOS dan wajib belajar 12 tahun digulirkan. Pemerintah kabupaten 

Sumenep melakukan kebijakan berupa pemberian bantuan ini tidak 

pernah ada sebelum reformasi.42 

 

Maka, spirit berdirinya SMK harus menjadi momentum yang 

dapat kita gunakan untuk merebut peluang dan pangsa pasar yang 

menjadi kebutuhan diberbagai sektor. Sehingga eksisitensi SMK di 

Kabupaten Sumenep, tidak hanya sekedar ada, melainkan harus 

dikelola dan dikembangkan dengan mengedepankan kualitas agar 

dapat menghasilkan produk sumber daya manusia yang jelas dan 

sesuai dengan kebutuhan serta tidak menghilangkan nilai lokalitas dan 

keunggulan potensi suatu daerah. Sehingga nantinya outcome-nya 

dapat melakukan kreativitas dalam meningkatkan nilai tambah dari 

keunggulan dan keunikan suatu produk yang dihasilkan dan dapat 

menaikkan grit suatu produk sehingga tidak hanya menjadi produk 

lokal, namun juga bisa potensi lokal yang juga diperhitungkan 

dikancah pasar global. 

Pengembangan dan peningkatan disektor pendidikan di Kabupaten 

Sumenep terus mengalami perkembangan yang cukup berarti. Upaya 

membangun pendidikan secara kaffah oleh pemerintah bersama 

                                                           
42 Abd. Kadir, Wawancara, Sumenep, 11 April, 2016. 

F. Pengembangan Pendidikan Tinggi Lokal untuk Kemajuan Sumenep 
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masyarakat, bukan hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga 

pendidikan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi telah didirikan oleh 

masyarakat, baik yang berlatar belakang pesantren maupun perguruan 

tinggi umum telah menjadi bagian penting dalam dinamika pembagunan 

masyarakat yang sangat bermakna. Terdapat beberapa perguruan tinggi 

yang ada di Sumenep, antara lain Universitas Wiraraja, STKIP PGRI 

Sumenep, INSTIKA Gukuk-guluk, IDI Al-Amin Perenduan, STIT Al-

Karimiyah Beraji Gapura, STIQNIS Karang Campaka, Bluto, STITA 

Tarate, dan STAIM Tarate Pandian Sumenep. Bahkan ada, Akademi 

Komunitas Negeri Sumenep (AKNS) juga telah didirikan di Kecatamatan 

Batuan Kabupaten Sumenep, sehingga masyarakat memiliki banyak 

pilihan dalam memilih perguruan tinggi sebagai tempat penggemblengan 

ilmu pengetahuan yang semakin kompetitif dengan berbagai kemajuan 

baik informasi dan teknologi.  

Peran perguruan tinggi dalam peningkatan SDM masyarakat 

Sumenep di berbagai aspek sangat urgen, karena lulusan perguruan tinggi 

dengan latar belakang keilmuan yang vareatif dan diharapkan akan mampu 

memberikan alternatif, solusi dalam menyelesaikan problematika 

pembangunan masyarakat Sumenep43 tentu semua ini butuh keseriusan 

dengan harus dibarengi kebulatan tekat dan dengan tujuan untuk 

membenahi berbagai sektor yang masih perlu ditingkatkan baik dalam 

                                                           
43 Managemen Sumber Daya Manusia dapat memengaruhi motivasi karyawan secara langsung. 

Dengan cara penggunaan performance appraisal yang menilai kinerja individu atau kelompok 

kerja, mengaitkan performance appraisal ini secara ketat dengan sistem kompensasi dan 

promomosi internal yang fokus pada kepentingan karyawan. Muiz, Manajemen, 109. 
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bidang pendidikan sosial-budaya ekonomi dan pengembangan potensi 

lokal. 

Terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan bagi pesantren 

sudah mulai dilakukan terutama pada pendidikan tinggi pesantren yang 

punya lembaga pendidikan tinggi, seperti bantuan stdi lanjut pada para 

garu dan pemberian beasiswa, bantuan pada guru ngaji. Hal ini tentu tidak 

lepas dari kepemimpinan elite pesantren yang punya perhatian khusus 

untuk memberdayakan pendidikan pesantren agar tidak selalu dipandang 

sebelah mata dan mampu memberikan pemahaman legaliatas lembaga 

pendidikan.44 

 Hal serupa diungkapkan oleh H. Hafidzhi ini kebijakan yang lebih 

berorentasi pada pesantren adalah wujud dari keprihatianan yang saat 

merupakan angin segar bagi pesantren untuk diberdayakan karena selama 

masa orde baru dunia pesantren sering tersisihkan. Untuk penentuan 

pemberdayaan memang harus dilihat secara utuh, karena masih ada 

pesantren yang menolak terhadap bantuan pemerintah apapun bentuknya, 

namun kita harus berpkir positif bahwa tujuan pemerintah dengan segala 

kebijakannya untuk memberikan layanan yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan pesantren.45 

 

Peningkatan pendidikan tinggi yang mayoritas di bawah naungan 

pesantren tidak hanya sekedar kuantitas, namun juga diimbangi dengan 

peningkatan kualitas jumlah perguruan tinggi tersebut, dengan 

menunjukkan bahwa kesadaran untuk melanjutkan studi ke jenjang 

pendidikan tinggi telah mulai menjadi kesadaran mayoritas masyarakat, 

sehingga harapan untuk menjadi kabupaten dengan tradisi intelektual yang 

kuat, bisa terjadi. Semakin banyak perguruan memberikan akses lebih 

besar bagi masyarakat, secara otomatis akan memberikan akses lebih bagi 

masyarakat untuk menempa diri. Sebab, semakin tinggi pendidikan 

                                                           
44 Taufiqurrahman, Wawancara, Sumenep, 14 Juni, 2016. 
45 KH. Hafidzi, Wawancara, Sumenep, 01 April, 2016. 
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masyarakat, potensi pencerahan akan semakin mendekati kenyataan. 

Apalagi, di era knowledge based economy, yang tidak lagi mengandalkan 

sumber daya alam, tetapi menekankan pada kreativitas berupa inovasi dan 

pengolaan sumber daya alam, tetapi eksistensi perguruan tinggi menjadi 

sangat urgen untuk terus dikembangkan secara merata, terutama dalam 

konteks lokal. 

Peneliti berobsesi dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi 

yang tidak hanya mencetak lulusan yang handal dan berkualitas, perguruan 

tinggi juga harus memiliki tangung jawab untuk menghasilkan IPTEK 

yang berguna dan berhasil dengan optimalisasi daya guna, sebagai bukti 

kontribusi konkrit bahwa lembaga pendidikan harus dapat mencetak kadar 

sumber daya manusia yang juga berkapasitas dengan skala high qualty 

sehingga semakin meneguhkan keberadaannya pendidikan tinggi sebagai 

sarana yang tepat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

masyarakat. 

Perkembangan keberadaan institusi perguruan tinggi tentu saja 

tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, karena pendirian perguruan tinggi 

tersebut merupakan bagian penting dari proses pembangunan masyarakat 

yang seutuhnya, sehingga keberadaannya harus mendapat perhatian yang 

maksimal dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendorong 

perkembangan perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep, pemerintah terus 

memberikan dorongan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk 

memberikan makna terhadap pengelolaan perguruan tinggi, baik yang 
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berkaitan dengan sarana dan prasarana maupun kajian-kajian akademik. 

Bahkan, pemerintah juga memberikan peluang yang besar bagi perguruan 

untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumenep, 

terutama dari sisi kajian dan penelitian yang memang menjadi konsen 

perguruan tinggi dengan tiga peran penting yang dimiliki, yaitu peran-

peran Tridharma perguruan tinggi.46   

Sebagai bentuk dukungan dan apresaiasi yang tinggi kebijakan 

terhadap masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi, baik perguruan 

tinggi yang ada di Sumenep atau perguruan tinggi di luar lokal Kabupaten 

Sumenep, tentu yang diharapkan dapat menjadi salah satu cara pemerintah 

untuk mendorong proses peningkatan pendidikan masyarakat di perguruan 

tinggi dilakukan beberapa cara, antara melalui penyedian dana 

pendamping dan bantuan beasiswa untuk mahasiswa. 

1. Dana pendampingan belajar beasiswa masuk perguruan tinggi 

Salah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah 

tentu saja memiliki harapan, setiap anak tidak hanya cukup menempuh 

pendidikan sampai jenjang SMA, melainkan harus dilanjutkan ke 

perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan SDM masyarakat. 

Semakin merata, masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi, maka 

peluang untuk memajukan masyarakat Sumenep akan semakin terbuka. 

Karena, pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan salah satu 

                                                           
46 Karim, Ijtihad, 120-121. 
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lembaga pendidikan pilihan yang tepat dan efektif dalam mencerdaskan 

kehidupan masyarakat, seperti yang ditulis oleh Sudharto P. Hadi : 

Hakikat pendidikan termasuk pendidikan tinggi adalah olah pikir 

(menjadi cerdas, kreatif dan inovatif), olah rasa (memiliki budi, 

kehalusan rasa, humanis, toleran, peduli, suka menolong) dan 

olah hari (beriman, bertakwa, jujur, adil, amanah, bertanggung 

jawab dan empati) dan olah raga (sehat, disiplin, sportif, tangguh, 

gigih). Dengan keempat olah tersebut, lulusan PT, bukan hanya 

cerdas, tetapi juga humanis dan memiliki kepedulian serta 

sportif.47 

 

Hal inilah yang harus menjadi pembeda anatara lulusan yang 

dikelola secara asal-asalan apalagi amatiran, harus ada pembeda yang 

bisa mengantarkan alumninya yang punya kesadaran membangun 

pemahaman yang komperhensip untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi di kalangan masyarakat yang sudah mulai sadar arti penting dari 

pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumenep secara konsisten selalu 

mencari cara jitu dalam melakukan langkah-langkah strategis yang bisa 

dilakukan, misalnya dengan cara memberikan dana pendampingan bagi 

siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang 

dilaksanakan pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 

166.088.000.  

Dana pendampingan ini memiliki makna yang sangat subtansial, 

karena belajar di perguruan tinggi berbeda halnya dengan belajar di 

jenjang pendidikan menengah, sehingga memberikan pendampingan 

                                                           
47 Lihat. Sudharto P. Hadi, Pergulatan Pemikiran tentang Pendidikan Tinggi (Yogyakarta: Thafa 

Media, 2014), 45. 
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terhadap siswa menuju perguruan tinggi.48 Selain itu, pemerintah juga 

memperjuangkan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi bidang 

perminyakan. Beasiswa ini diberikan karena termotivasi oleh cita-cita 

untuk menyiapkan sumber daya manusia masyarakat Sumenep 

berkualitas yang pada akhirnya dapat menjadi investasi dalam mengelola 

potensi migas di kabupaten sumenep. Setidaknya, terdapat 10 orang 

siswa yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep yang 

berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar di Universitas of 

Petroleum Yogyakarta pada tahun 2013.49 

Peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian beasiswa 10 orang 

yang akan menempuh pendidikan S1 bidang migas. 10 anak itu akan 

menempuh pendidikan S1 dibidang migas, sehingga nanti Sumenep 

memiliki orang yang mampu mengelola tentang migas. Penentuan bidang 

kuliah yang mempelajari mengenai migas sendiri adalah hasil komitmen 

PT. WUS dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Kabupaten 

                                                           
48 Merespon kondisi psikologis kalangan mahasiswa dan remaja, pemerintah daerah melalui 

BPMP-KB Kabupaten Sumenep, malaksanakan program GenRe (Gerakan generasi berencana). 

Program ini memiiki katerkaitan dengan bidang kehidupan keloma dari transisi remaja, yaitu 

kemauan untuk mempraktekkan hidup sehat, program GenRe ini secara khusus memang 

ditunjukkan kepada kalangan remaja dan mahasiswa malalui wadah PIK Remaja/Mahasiswa (PIK 

R/M) dan keluarga yang memiliki salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program GenRe untuk 

memberikan informasi dan konseling pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga TRIAD 

KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup, gender dan keterampilan 

advokasi serta KEI.  
49 Besiswa studi perguruan tinggi merupakan hasil kerjasama antara pemkab Sumenep dengan PT 

Titis Sampurna dan The Universitas of Petroleum Yogyakarta. Sepuluh orang siswa tersebut 

terbagi ke dalam lima jurusan, yaitu jurusan perminyakan, jurusan manajemen, jurusan psikologi 

umum, jurusan ilmu hukum dan jurusan teknik mesin. 
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Sumenep yang lebih berkualitas.50 PT WUS bekerjasama dengan PT Titis 

Sampoerna dan Universitas Petroleum Yogyakarta sebagaimana tertuang 

dalam MoU peningkatan SDM dibidang gas.51 Hal ini penting karena 

Kabupaten Sumenep kaya akan migas, sehingga SDM yang disiapkan 

harus disesuaikan dengan potensi daerah dengan usaha memajukan 

negeri ini demi menuju kemandirian agar nantinya tidak menjadi babu di 

daerah sendiri. 

2.  Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu 

Pemberian beasiswa terutama bagi mahasiswa kurang mampu 

merupakan dukungan pemerintah daerah terhadap mahasiswa yang 

menempuh pendidikan sudah diberikan sejak awal sebelum 

pemerintahan Kabupatern Sumenep Bupati Busyro yang juga pernah 

diberi mandat sebagai ketua DPRD Kab. Sumenep, ketika berada baik di 

legelatif dan eksekutif telah memberikan dukungan terhadap mahasiswa 

asal Kabupaten Sumenep, baik yang menempuh studi di Kabupaten 

Sumenep maupun di luar Kabupaten Sumenep. Dukungan tersebut 

diberikan dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa 

miskin dan berprestasi, yang diberikan dalam setiap tahun dengan tujuan 

                                                           
50Berbagai contoh beasiswa yaitu beasiswa swasta atau sejenisnya beasiswa seperti ini banyak 

macamnya, mulai dari Perseroan Terbatas (PT) perusahaan perseorangan, yayasan Pendidikan, 

Yayasan Penyandang Dana dan Santunan dan lain sebagainya dan beasiswa semacam ini tidak 

terdapat di semua Sekolah dan jenjang Pendidikan. Pada level sekolah beasiswa dapat berupa 

peralatan sekolah, seperti buku tulis, tas dan sepatu sementara beasiswa berbentuk dana dan 

Perguruan Tinggi. Suyadi, Miskin Bukan Halangan Sekolah (Yogyakarta: Buku Biru, 2011), 28. 
51 Mohammad Hidayat, Membangun Sumenep Melayani Rakyat (Malang, Cerdas Cermat 2013), 

215. 
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untuk membantu meringankan kebutuhan biaya kuliah yang menjadi 

problem mahasiswa kurang mampu. 

Sampai saat ini, kebijakan bantuan beasiswa tersebut menjadi salah 

satu program pemerintah daerah dalam memperhatikan kalangan 

mahasiswa kurang mampu. Namun, mereka memiliki dedikasi yang 

tinggi dalam menempuh studi, sehingga harus mendapatkan dukungan 

beasiswa dari pemerintah. Apalagi, keberhasilan para mahasiswa 

tersebut pada gilirannya akan kembali terhadap kemajuan pendidikan di 

Kabupaten Sumenep. Maka, bantuan beasiswa terhadap kalangan 

mahasiswa tersebut pada dasarnya merupakan bagian penting dari proses 

membangun sumber daya manusia yang telah diberikan pemerintah 

Kabupaten Sumenep, misalnya untuk tahun 2014 mencapai Rp. 

440.0000.000.52 

Penganggran dan pengalokasian bantuan beasiswa yang diberikan 

dengan tujuan mengurangi beban biaya perkuliahan, karena bantuan 

yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu biaya perkuliahan saja 

yang membebani mahasiswa kurang mampu. Selain itu, beasiswa 

tersebut sebagai penghargaan pemerintah terhadap mahasiswa atas 

prestasi yang diraih oleh mahasiswa, karena salah satu kriteria untuk 

                                                           
52 Beasiswa ini diberikan pada pada mahasiswa kurang mampu, namun dirasa punya prestasi 

akademik 2, 75 untuk PTN dan 3.00 untuk PTS. Peruntukannya adalah mahasiswa yang kuliah 

lokal di Kabupaten Sumenep atau diluar Kabupaten Sumenep dengan nominal perorang 

2.000.000,-. 
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mendapatkan bantuan ini adalah mahasiswa yang memiliki nilai dan 

prestasi yang baik. 

Hal terkait pemberian beasiswa Suroyo sebagai salah satu anggota 

DPRD Kabupaten Sumenep, menyuarakan aggaran biasiswa dinaikkan, 

baik secara nominal peroarangan atau penagalokasian anggaran, melihat 

di kabupaten lain sudah di atas kabupaten Sumenep secara nomial sudah 

4.000.000,- per mahasiswa.53  

 

Kriteria mendapat beasiswa melalui seleksi administratif yang 

dilakukan oleh Bapedda Kabupaten Sumenep. Jadi, untuk mendapatkan 

dana beasiswa baik prestasi atau beasiswa kurang mampu harus 

mememuhi kriteria prestasi yang ditentukan atau keterangan tidak 

mampu dari pihak kepala desa setempat mahasiswa yang bisa 

mendapatkan bantuan yang diproyeksikan oleh pemerintah daerah 

memang dikhususkan terhadap kalangan mahasiswa kurang mampu dan 

memiliki prestasi yang baik. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan 

tinggi bagi yang kurang mampu adalah bentuk komitmen untuk 

memberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai prestasi dan 

berkeinginan kuat untuk tetap belajar, maka semangat ini harus 

diapresiasi dengan memberikan keringanan agar mereka terkurangi 

beban pembayarannya. 

3. Memberdayakan organisasi kemahasiswaan melalui bantuan keuangan 

Organisasi ekstra kemahasiswaan perlu juga diperhatikan dan 

diberdayakan hal ini tentu merupakan bagian yang tidak ingin 

                                                           
53 Suroyo, Wawancara, Sumenep, 02 April. 2016.  
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mengesampingkan peran mahasiswa baik sebagai agent of change dan 

agent of social control dalam proses pembangunan Kabupaten Sumenep 

tentu saja sangat vital peran dan fungsinya. Sebagai agent of change, 

mahasiswa harus tampil sebagai penggerak dalam garda perubahan 

ketika terjadi tindakan yang menyimpang. Sebagai agent sosial control, 

eksistensi mahasiswa dalam mengawal proses pembangunan menjadi 

bagian penting dalam upaya menciptakan pembangunan yang bersih dan 

transparan. Masukan dan kritik konstruktif yang dilakukan oleh 

mahasiswa merupakan amunisi bagi pemerintah dalam mempercepat 

roda pembangunan kabupten Sumenep dengan usaha memperhatikan dan 

memberdayakan berbagai organiasasi kempemudaan baik organiasi 

kampus atau berbagai organisasi ektra kampus yang merupakan wadah 

untuk mereka terus belajar agar menjadi generasi yang cakap dan 

tangguh.  

Pandangan peneliti mahasiswa sebagai pengawal pembangunan 

yang gerakannya tentu tidak asal isu saja, namun berangkat dari hasil 

kajian ilmiah, kritis dalam menyikapi masalah atau berbagai kebijakan 

yang cenderung merugikan atau memberatkan masyarakat secara umum, 

maka dari suara hati nurani masyarakat secara umum ini dapat terwakili 

oleh suara mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social 

control yang sebenarnya, tanpa ditunggangi siapapun, baik korporasi 

atau kepentingan kelompok politik sesaat yang merugikan dan dapat 

mengurangi perjuangan suara masyarakat dengan satu niat untuk 
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memberikan yang terbaik pada masyarakat terhadap proses dan 

pelaksanaan pembangunan. 

Sebagai halnya elemen sosial lainnya, organisasi mahasiswa ekstra 

kampus harus tetap menjadi bagian dari proses pembangunan, sehingga 

pemberdayaan terhadap gerakan yang dilakukan harus mendapatkan 

perhatian dari pemerintah dengan tetap tidak menghilangkan 

independensinya sebagai mahasiswa. Pembangunan yang dilakukan di 

Kabupaten Sumenep, tidak boleh menafikan keberadaan mahasiswa, 

agar proses yang dilakukan bisa dinamis, maka mahasiswa harus 

dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, melalui 

pemikiran dan kajian-kajian akademik yang rasional. Pemerintah sangat 

membutuhkan pemikiran solutif mahasiswa dalam mengatasi setiap 

problem pembangunan yang terjadi. Apalagi suara mahasiswa bisa 

dianggap sebagai representasi kaum intelektual muda yang enerjik penuh 

ide kreatif yang segar, sehingga setiap masukan dan kritikannya pasti 

berdasarkan rasionalisasi-rasionalisasi sesuai dengan basis keilmuan 

yang digeluti dan menjadi konsen demi kemajuan nusa dan bangsa. 

Hal ini penting untuk diperhatikan demi memberikan stimulus 

dalam meningkatkan potensi akademik organisasi kemahasiswaan secara 

umum yang ada di Kabupaten Sumenep, karena banyak organisasi punya 

banyak program, namun juga harus diopang dengan finansial yang agar 

dalam melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan tersebut berjalan 

lancar, baik kegiatan akademik atau kegiatan kegiatan sosial. Sumenep 
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memiliki beberapa organisasi ekstra kampus yang merepresentasi 

kalangan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang ada, yaitu 

PMII, HMI, IMM, IPNU maupun IPPNU dan IPPNU. Organisasi-

organisasi kemahasiswaan ini secara langsung ataupun tidak, telah 

memberikan makna yang penting terhadap Kabupaten Sumenep, karena 

gerakan yang dilakukan oleh kalangan aktivis kemahasiswaan ini, bisa 

menggambarkan tentang dinamika intelektual dan gerakan sosial yang 

cukup dinamis dalam membangun pola pikir serta spirit membangun 

daerahnya. 

Tabel 5.8 

Data Bantuan Hibah Organisasi Kemahasiswaan 

Tahun   Organisasi Kemahasiswaan Alokasi Anggaran 

2013 PMII Rp. 10. 000.000 

HMI Rp. 10. 000.000 

IMM Rp. 10. 000.000 

IPNU/IPPNU Rp. 15. 000.000 

2014 PMII Rp. 15. 000.000 

HMI Rp. 15. 000.000 

IMM Rp. 15. 000.000 

IPNU/IPPNU Rp. 7. 500.000 

Sumber; Karim, Ijtihad, 2015. 
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Oleh karena itu, segala macam aktivitas intelektual yang 

dilakukan oleh organisasi mahasiswa tersebtut, sejatinya harus 

mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dukungan 

anggaran dari APBD. Sebab, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

pada hakikatnya sebagai bentuk partisipasi nyata bantuan tersebut 

diharapkan bisa mendorong terhadap peningkatan gerakan pemikiran 

dan sosial mahasiswa dalam memberikan konstribusi yang besar 

terhadap masyarakat Sumenep, karena membangun Kabupaten 

Sumenep dengan segala potensi yang dimiliki, membutuhkan sentuhan 

pemikiran yang rasional dan obyektif dari banyak kalangan, termasuk 

kalangan mahasiswa. 

 Oleh karena itu predikat agen of achange dan social control yang 

melekat terhadap mahasiswa, secara substansial memiliki makna yang 

sangat mendasar untuk diperankan lebih maksimal, maka keberadaan 

PMII, HMI, IMM, IPNU dan IPPNU di Kabupaten Sumenep harus 

selalu mampu memposisikan diri dengan ikut berperan dan tujuan demi 

membangun masyarakat yang sejahtera, tenang, damai dan penuh 

dengan toleransi yang sangat tinggi.54 Hal ini penting sebagai stimulus 

bagi para generasi muda agar lebih mudah ketika mengadakan kegiatan 

ilmiah yang tak dapat dipisahkan dari finansial. 

                                                           
54 Karim, Ijtihad, 124-127. 
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Melihat fakta dan realita hasil riset ini ada tiga tipologi temuan 

peneliti kebijakan pendidikan pendidikan di Sumenep dalam 

pengambilan kebijakan pendidikan yakni: 

1. Posisi kunci, yaitu mereka yang pihak memiliki kewenangan secara 

legal dan formal untuk membuat keputusan. Posisi kunci mencakup 

unsur eksekutif sesuai tingkatannya. Legislatif dan lembaga-lembaga 

pelaksana program pembangunan. Misalnya, posisi kunci untuk suatu 

kebijakan di bidang pendidikan di tingkat kabupaten adalah (a) 

pemerintah kabupaten, (b) DPRD kabupaten, dan (c) dinas 

pendidikan yang membawahi langsung program-program pendidikan 

di daerah tersebut. 

2. Posisi primer, yaitu mereka yang memiliki relasi kepentingan secara 

langsung dengan suatu kabijakan, program atau proyek. Mereka 

biasanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama 

dalam penyerahan aspirasi public. Stakeholder primer bisa 

mencakup. (a) masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak 

(baik positif maupun negatif) oleh suatu kebijakan. (b) tokoh 

masyarakat dan (c) pihak manajer publik, yaitu lembaga atau badan 

publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan 

suatu kebijakan.  

3. Posisi sekunder, yaitu mereka yang tidak memiliki relasi kepentingan 

langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek, memiliki 

kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan 
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berupaya untuk memengaruhi keputusan legal pemerintah. Adapun 

yang dapat dikategorikan sebagai posisi skunder seperti: kelompok-

kelompok kritis demi tujuan demi suatu kemajuan pendidikan, 

organisasi professional (PGRI, KNPI dan sebagainya), LSM, 

organisasi sosial masyarakat (NU, Muhammadiyah)55dan berbagai 

organisasai masyarakat lainnya. 

Pemangku kebijakan ketika berhubungan dengan bantuan 

perlu format kebijakan publik dalam bidang pendidikan dengan 

partisipasi aktif sektor di luar pemerintah salah satu peran aktif 

mahasiswa dan organisasi masyarakat. Sehingga argumentasi yang 

bisa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya bisa dilakukan oleh 

dukungan dan kontrol masyarakat, karena pemerintah menganggap 

bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan 

sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada 

tingkat pendidikan yang dicapai penduduknya. Kebijakan publik 

bidang pendidikan dapat bisa sebagai keputusan yang diambil 

bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi 

seluruh warga masyarakat secara umum. 

                                                           
55 Apabila ditelusuri lebih secara mendalam, intervensi politik juga dating dari organisasi-

organisasi sosial keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memasukkan 

dan atau menambahkan mata pelajaran Aswaja. Penambahan mata pelajaran ini menambah beban 

pada yang harus dikuasai siswa semestinya siswa bisa memfokuskan pada pelajaran inti. Dengan 

penambahan itu, konsentrasi mereka menjadi terbelah. Di samping itu misalnya Ma’rifat NU juga 

mengadakan tujuan sendiri di lingkungan sekolah dan madrasah yang makin memberatkan siswa, 

padahal hasil ujian itu tidak memiliki pengaruh apapun. Lihat Qamar. Kesadaran. 92. 
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Implemenasi kebiakajakan pendidikan yang tentunya 

berupaya dalam peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan juga 

beberapa kondisi, antara lain: 

1. Adanya komitmen politik kebijakan pada perencanaan pendidikan. 

2. Perencanaan pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi hak, 

tugas, dan tanggung jawab. 

3. Harus ada perbedaan yang tegas, antara area politis, teknis, dan 

administratif pada perencanaan pendidikan. 

4. Perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk 

membuat keputusan politis dan teknis. 

5. Perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan 

prioritas pendidikan yang terarah. 

6. Mengurangi politisasi pengetahuan. 

7. Harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap 

perkembangan masa depan dan arah pendidikan. 

8. Administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan 

dalam perencanaan pendidikan. 

9. Ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan, 

maka harus lebih diupayakan kerja sama yang saling 

menguntungkan antara pemerintah swasta perguruan tinggi yang 

sebagai pemangku kebijakan yang memegang otoritas 

pendidikan. 
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Akhirnya, dalam upaya meningkatkan peranan kualitas 

pendidikan ke depan, akuntabilitas dan kemandirian perguruan 

tinggi merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya, para 

penyelenggara pendidikan tinggi sekarang perlu melakukan 

introspeksi dan retrospeksi sejauhmana hal tersebut sudah 

dilakukan. Perguruan tinggi yang memperhatikan akuntabilitas 

sudah pasti akan melibatkan partisipasi masyarakat, dan dalam 

hal ini tidak saja dalam bentuk pengelolaan, tetapi juga program-

program yang dikembangkan perguruan tinggi harus menyatuhi 

atau punya relevansi dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan 

masyarakatnya. 

Temuan berbagai posisi di atas dalam kebijakan bidang 

pendidikan dipergunakan untuk memberikan dampak dan 

menunjukkan perilaku seorang aktor, baik seorang pejabat, suatu 

kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan 

tertentu, adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

dan tidak dilakukan. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Sumenep cukup tepat dengan melakukan reformasi birokrasi dan 

memberikan dampak pada peningkatan pelayanan publik. 

Pemahanan ini juga masih memberikan nuansa yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah. Kondisi itu merupakan hal yang 

utama dalam mendukung terwujudnya kebijakan pendidikan 
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yang benar-benar adil dan demokratis dan bisa 

mengamodirsemua pihak. 

Intinya kebijakan pendidikan merupakan sebuah upaya 

konkrit yang sungguh-sungguh, yang dilakukan seorang 

pemimpin sebagai pemangku kebijakan dengan menggunakan 

segala potensi yang dimilikinya, dengan akal sehat dan 

pertimbangan matang yang ditujukan untuk memenuhi keperluan 

masyarakat, agar kesejahteraan sosial (social welfare) tercapai, 

yaitu; menciptakan lapangan kerja, mengakumulasi aset 

produktif, dan merintis serta mengembangkan usaha kecil dan 

menengah. Hal ini bisa tercapai dalam sebuah sinergitas yang 

baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bergerak 

dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk 

Kabupaten Sumenep. 

 

  

 

 

 


